ukum

Vol. § Tahun X, 2008

® Revitalisasi Ketenagakerjaan Indonesia

Mutasi dikualifikasikan Mengundurkan Diri

® Prosedur Audit Yang Perlu Dipahami Dalam
Pengadaan Tanah Di Lingkungan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

® Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di
Indonesia

Informasi Hukum merupakan wadah penyampaian gagasan, informasi dan telaah mengenai persoalan actual yang
terkait dengan hukum dan dikemas dalam bahasa ilmiah popular. Redaksi menerima tulisan dari penulis dengan
syarat : tulisan adalah hasil karya dan kreasi penulis, bukan saduran, atau plagiat, dan redaksi berhak melakukan edit
tanpa mengubah substansi. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya menjadi tanggung Jjawab pribadi penulis.

" j




-'Tim Redaks:

_':-:Per:anggﬂngyawab szala Biro. Hukum Deprmkertmns, PenyuntmyEdttor Sahat SH MH, Pakst Seto, SH, M Hum,
_ -Sutarwan, SB, Sekremrmt aKmbuo Bs: Yati Nomab, BSc, Bad’mgMuIym

.:Sekremrmt B:ro Hukum Depnakeﬂmns, }1 Iznd. Gatot Sul;mto Km:. 51 ]nkarta Selatan (12950) Te!ep'fm 021 5251676
__Fax 021-5274929 " . O _ . L :




Pengantar M.m/

Info Hukum Volume 5 Tahun 2008 ini mengetengahkan sejumlah tulisan menarik
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1. PENDAHULUAN

-'—:‘—‘:-':- evitalisasi ~ ketenagakerjaan  di

'indonesia membutuhkan pemahaman yang

benar mengenai masalah ketenagakerjaan ifu
sendiri, Selama ini para pengambil kebijakan
kUrang memahami  permasalahan, maka
| kebijakan yang dilakukan tidak tepat sasaran,
dan masalah yang dihadapi menjadi tambah
kompleks. Tenagakerja atau sumberdaya
‘ manusia yang seyogianya menjadi aset
i pembangunan, justru dirasakan sebagai beban.
ILaju pembangunan tesendat. Pengangguran
dan kemiskinan terus meningkat. Tingkat
i pengangguran terus meningkat dari 6% tahun
2000 menjadi 10,25% tahun 2005, dan 10,45%
| tahun 2007. Tingkat kemiskinan tidak berubah
dari 17,6% tahun 1997 menjadi 17,8% tahun
| 2006. | -

: Oleh sebab itu, dalam rangka
revitalisa‘si ketenagakerjaan di Indonesia, ada
liga hal yang harus dipahami dengan jelas
i yaitu : -

| . Struktur perekonomian Indonesia;

1b. Kondisi ketenagakerjaan dan SDM- di
' Indonesia; dan

Kinerja aparatur.

* Struktur Perekonomian Indonesia -
Pertama-tama harus dipahami bahwa
sebagian - besar penduduk dan tehagakeq‘a
Indonesia masih bekerja dan hidup dari sektor

| informal, termasuk sektor pertanian. Dalam 10 §

tahun terakhir ini peranan sektor modem dalam }
penyerapan. fenagakerja ferus merosot bukan |
h_anya“ggca'r'a proporsional, akan tetapi justru |
sécara%bsolu_t pun berkura'ng. Jumlah pekerja
di sektor formal berkurang dari 35,9 juta orang |}
atau 40% tahun 1996 sebelum krisis, menjadi §
31,7 juta orang (35,3%) tahun 2000, dan turun
lagi menjadi hanya 28,8 juta orang (30%) tahun
2006. (Lihat Tabel 1).
Data .ini memperlihatkan bahwa
kebijakan makro Pemerintah selama ini yang
difokuskan  untuk
mendongkrak sektor modem dan usaha-usaha
tidak mampu menolong

mobilisasi  investasi

besar termnyata

“penciptaan  kesempatan  kerja.  Selanjutnya

pengurangan tenaga di sektor modem tersebut
dengan tambahan angkatan kerja baru sekitar 2
juta setiap tahun, terpaksa menambah barisan |

penganggur, dan mereka yang tak mampu ;
bertahan menganggur terpaksa mengambil

pekerjaan apa saja yang dapat dimasuki di |

|
sekiorinformal. |
L " : M Lo N " - . o " : |
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Masalah kedua berkaitan dengan

dengan pemilikan Iahan olahan yang relahf
| sempit, Sekitar 13,7 juta keluarga (53,9%) dan
1254 juta keluarga petani dalam tahun 2003
| tergoiong petani “gurem” yang memiliki kurang
tdari 0,5 Ha per keluarga. Dengan mengolah
{ lahan sempit seperti itu, mereka mempunyai

luang. ~ Mereka tergolong

d banyak “waktu
| setengah pengangggur. Dengan kata lain
| bahwa sebagian besar petani Indonesia sult

| untuk hidup layak bila hanya mengandalkan
penghasu!an dari Iahan terbatas yang mereka

TNFG HUKUN VOLUNE ¥ TAHUN KE-X, 2008 ¢

struktur - ekonomi . Indonesia- adalah. bahwa-| .
| sekitar 42,6 Juta orang atau 43,87% angkatan'|
kerja bekerja dan hidup dari sektor pertanian | |-

| luar musim, mereka hampir tidak mempunyai \

! milik. .
\\_\\
| Tabel 1
PEKERJA MENURUT SEKTOR
[ Tahon | Fomal | nloemal ] %
| 1995 | 358885 | s40116 | 6008
1997 | 37442 | 536613 | 6283
2000 | 317135 | 581105 64.69
2001 | 203679 | 614395 | 67.66
2002 | 27.8361 | 638111 69,40
2003 | 26536 | 64283 | 7077
2004 | 283755 | 653465 | 6o
2005 | 286498 | 662983 | 6983 |
1| 2006 | 287867 | 663004 | 6975

Tabel 2
DISTRIBUSI PEKERJA NEWRUTSEIGOR 2007

- - Ve
Sektor Laki Pemrq:um
o Jumiah %
Pertanian 267907 [ 15818,0, 426087 | 4367 ||
Pertambangan 8868 1340 | 10208 | 1,05 | B
Manufakie T2124 1 48817 | 120941 [ 1239
Listrk, Gas, Air 230,1 170 2411 | 05
Bangunan 4.268,1 1200 | 43071 ] 451
- Perdapangan 103888 | 90363 | 194252 | 1891
Angutsn 53119 2636 | 55155 57
- Keuangan 850,7 015 12522 128
‘Jasa-jasa 62117 | 47507 | 1098241 1.3
Jomish -, | 621513 | 354318 | 975631 | 1000

Stimbér: SKIERNAS, Febrvar 2007

Demikian juga banyak petani Indonesia f

terutama petani  buah-buahan dan  sayur- |

sayuran yang sangat fergantung pada musim.

Pada musin buah misalnya, tidak dapat

dlSlmpan lama sehlngga harganya merosot. Di |

sumber penghasrlan

Oleh sebab itu, bagi sebagian besar

pglq!ii ‘perlu dikembangkan industri kecil atau _f

industri rumah tangga, yang dapat dikelola ‘

warga petani sendiri baik secara full-ime atau |

pada saat waktu luang. Kebijakan nasional |

selama ini belum menjamah kelompok petani |
tersebut.
pengembangan UMKM sudah dikumandangkan, |

Walaupun  program §

“gurem”

petani "gurem” belum merasakan dampaknya.



Kondisi Ketenagakerjaan = o] R

Pendidiken dan kualitas fenagakera | o T CANOCURANZAD

) \ . {Persen)
Indonesia pada umumnya masih-rendah. Dari | - g R -
sekitar 159,3 juta orang penduduk berusia 45 | | umw | K@ | Dess
| tahun atau lebih dalam tahun 2006, terdapat | | =~ o
84,5 juta orang atau 53% yang berpendidikan | [ 18-1 [ 4431
 maksimum Sekolah Dasar. Terdapat 67,8 juta B4
[orang fulusan SLTP dan SLTA yang pada %-2 1593
umumnya belum mempunyai keahlian atau -3 78
profesionalisme kerja. Terdapat sekitar 6,9 juta | - R 839
torang diploma dan sarjana, tetapi sekitar satu Semua 1332

| juta orang masih menganggur. _ — _
Tingkat pengangguran sangat tinggi, &msmmmsmrumzoos
terutama di kalangan penduduk kota dan o
 angkatan kerja usia muda. (Lihat Tabel 3 dan |
| Tabet 4). Biasanya tingkat pengangguran yang | 3," - ““Kinerja Aparatur
tinggi terdapat di negara-negara maju. Di; -
negara-negara berkembang biasanya tingkat| =~ -~ 7 T T .
| pengangguran rendah dan tingkat setengah | Secara *ese't_w*'aﬂ sangat rendah, pada tahun §
| pengangguran yang- relatif tinggi. Di Indonesia | 2005 berada pada peringkat ke-59 dari 60
| kedua-duanya tinggi. Dalam tahun 2006 tingkat negara di Asia. (Lihat Tabel 5). Ini menunjukkan |
| setengah pengangguran mencapai 28,16%. Hal '
fini  menggambarkan  bahwa  kondisi |
|| ketenagakerjaan di Indonesia sudah sangat | dan semua sektor sangat rendah, di bidang |
j kritis, karena” untuk *masuk -ke“sektor informal | pemerintahan dan dunia usaha, di level
| saja sudah cukup sulit. '

- Daya saing dan produktivitas Indonesia |

bahwa kualitas manajemen di seluruh lapisan |

| pimpinan atas, menengah dan level bawah,
Tabel 3 ' :
PENDUDUK USIA 15 TAHUN ATAY LEBIH T

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, 2006 N, Pemicu utamanya adalah klnerja |

— TR T Gh T P aparatur pemefintahan yang sangat rendah, |
| PENDIGIKAN [ x1.006 | % | x4 % ' | |

bak di bidang legistatif maupun  aparatur |

TamalSO | 27.589.2| 3455[202617| 3685 sess09 NN o R
Tamaisire | 109650| 2500 1msn2| 28| wrseez| zeo} | hukum. Peritaku tidak produktif di lingkungan
e | 12s| 174] 16 aparatur menular menjadi penyakit kronis di

Saijna 25781| 297) 15612 19 S 24} | dunia usaha termasuk BUMN, BUMD dan |
— e Thma el — | _
h Sumber: SAKERNAS, Februari 2006

- TAed

|
|
|
|
|
|
| | Tocranat 0 | 112200 idde 660l | 27696 ‘pemerintah, demikian juga di bidang penegak
|
|

perusahaan muitlnaslonal
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Akibatnya

sosial

penciptaan

“Investor
- korupsi (21%), kualitas infrastruktur
~ {19%), birokrasi pemerintah (15%)
' pemungutan

11l. POKOK BAHASAN
1. Paket Kebijakan Perbaikan
investasi - _

" a. Beberapa indikator makro memang
sudah menunjukkan kestabilan,
yaitu tingkat bunga dan tingkat
inflasi yang relatif rendah, serta nilai
tukar rupiah terhadap valuta asing
yang relatif stabil. Masalah utama
penghambat investasi menurut para
berturut-turut:

adalah

dan - petaksanaan

Tabel §

_ PERINGKAT INDONESIA DARI 60 NEGARA

; ~ Komersialisasi- dan pelayanan pubiik
[ yang sangat lemah, mengakibatkan dunia usaha
idan  kegiatan
{ menghadapi kesulitan. Perilaku- birokrasi yang
§ korup mengakt’batkan keengganan investasi
[ balk dari luar negeri maupun dari domestik.
- kesempatan
terhambal, pengangguran meningkat
jumiah orang miskin bertambah.

kerja
dan

[klim

~pajak (11%). Dalam hubungan ini |~
 dapat dikernukakan sebagai berikut:

(5)

Uralan . | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Economic :
| Performance 7| 42| 5 55 60
Business '
| Eficency | 44 | 49 | 57 | 58 | 59
i | Efficiency 47 46 56 54 | 85
Howas | . L
t| Productivity . | 46 .47 | 57 | 58 | 59

INFO WUXUM YOLUME ¥ TAHUN KE-X, 2000 '

| (DM Word Compeifiveness Yearbook 2005

. justru semakin marak.
jalan cepat rusak,
(3)
~rendah terutama dalam memberikan |
 hanya  lambat, bahkan  menjadi |

. d:rasakan menjengkelkan pengusaha. .
Paket :pemberdayaan UMKM juga belum |

- lain karena

(@)

‘Walaupun: beberapa kasus korupsi telah
. ditindak, namun dalam prakteknya korupsi 1

kemasyarakatan | - -
':Kualrtas lnfrastruktur sangat buruk jalan- |
Kinena . birokrasi pemerintah | sang;t '
__pelayanan publik. Pelayanan publik bukan | |
dikomersmlkan atau sumber pungutan liar. §

Praktek - pembayaran pajak  sering '

berhasit - terutama  dalam menjangkau
usaha mandm dan usaha mikro, antara |

)

_Tlngkat bunga melaluu BPR .dan |

- karena persyaratan agunan dan |
* alau - keterbatasan  pemahaman §

Mereka tidak terjarigkau aparatur

dan pendamplngan UMKM,;

lembaga keuangan lainnya pada

umumnya masth di-atas 20% per |

tahun;

Masih terkendala memperoleh kredit |

mengurus administrasi;

'Méhghad'api kesuntan memperoleh ;




[(6) Tingkat bunga fendah dan Kestabian nilai |

tukar rupiah pada umumnya baru- dinikmati
~ pengusaha-pengusaha. besar, - namun
masih lebih banyak dimanfaatkan untuk
spekulasi daripada menggerakkan sektor

o

i Pemecahan Masalah S
_ “Bagaimana - pemecahan masalahnya?
Pemecahannya memang menjadi -

relevan akan tetapi karena Pemerintah belum

| kesungguhan dan komitmen Pemerintah untuk :

secara bertahap dan terbatas. Pada tahap
pertama _dalam tahun 2008/2009 ini
pembuktian harta sendiri diberlakukan
bagi - :
{a) Semua anggota DPR dan DPRD -
- {b) Semua politik;
- Presiden, - Wakit - Presiden, BPK,
- Kabinet, GubemurWakil Gubemur,
Bupati/Wakil Bupati;
(c) Semua. pejabat - Pemerintah - - setara
engan Eseion Idan'Eselon Il; - |

anggota pejabat .

: (2) -Meningkatkan kinerja aparatur Pemenntah'

seperti |

retorika, bukan karena rekomendasi ftidak |

§ sungguh-sungguh melakukannya. Oleh sebab | -
fitu, yang lebih dituntut sekarang -ini. adalah |, -

1) Memberantas korupsi dengan sangat tegas
di semua bidang dan tingkatan. Dapat | -
dimulai dengan - pembuktian -harta sendiri | -

(d) Semua pejabat Departemen Keuangan;

(e) Semua - Hakim Agung. Hakim  dan
Jaksa; -
(t) Pejabat kepohstan secara selektif..

secara menyeluruh di Pusat dan di Daerah |

- - setelah -melakukan pengukuran kiner]a.l_'
. Pengukuran ‘kinerja aparatur secara lebih
intensif - dapat  diprioritaskan
- lembagafinstansi : |
_ (a) Yang -berkaitan langsung dengan §
kehidupan -masyarakat banyak yaitu |

- Departemen Pertanian dan lembaga

“yang terkait;
{b) Yang ‘mengslola dana yang sangat'
‘besar seperti: Departemen Pendidikan- ‘
dan Departemen PU; _ ,
- {¢) Yang mempunyai- dampak - Iangsung |
- kepada penciptaan kesempatan kerja

* dan usaha masyarakat banyak, yaitu
Menneg Koperasi dan UKM; |
. .{d) .Yang kepadanya instansi lain sangat §
fergantung,  yaitu - Departemen
(e) Yang terkait-dengan pelayanan publik |
.~ seperli ‘kota-kota besar yaitu Pemda: |
 Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, |
Yogyakarta, Surabaya Denpasar,
" Makasar. ST |
{f) Yang - mengelola aset-aset besar
-negara, yaitu semua BUMN. -

IO HUKUM VOLUIIE ¥ TAHUN KE-X, 2008
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. Peluang pasar buat Indonesia sangat
besar. Indonesia dengan penduduk 220 juta
orang - sudah -merupakan potensi :‘pasar

) yang~ cukup. - besar. - Namun dengan
- _kemampuan - Kewirausahaan “yang ‘sangat

- rendah; -kita tidak mampu -mengolah

“sumberdaya“yang' relatif- banyak - menjadi
| - kesejahteraan masyarakat. Pdhensl"-pasar
global sangat menjanjikan, namun’ daya

saing Indonesia ‘sangat rendah sehingga |

- kurang - méndapat manfaat “pasar global

- tersebut. Disamping itu dunia: bisnis pada.

umumnya sulit berkembang karena kurang
- mendapat dukungan dari lembaga-lembaga
I terkait seperti pemasok sarana produksi,

penyaluran  kredit, < bimbingan  dan |-
‘penyuluhan; industri - pengofahan ' -dan | *

.- pemasaran.- ' Dalam. - hubungan ini

| disarankan- -

(1) Sikap dan kemampuan kewirausahaan |

atau entrepreneurship- sudah harus
dikembangkan sejak di bangku Sekolah
Dasar hingga perguruan tinggi,
(2} Pemberdayaan lembaga-lembaga yang
_memberikan- pelayanian publik kepada
-usaha seperti . KUD,
pendampingan  UMKM;: - BPR  dan
lembaga keuangan ferkait, sentra-

dunia

ANFO HUKUM VOLUME V TANUN KEX, 2008

sentra industri kecif, dan lain-ain. o

-

B

T e S R

" Indonesia memang mash menilki}
‘potensi sumberdaya alam yang relatif besar. |
Namun - harus  dipahami- bahwa potensi |
"beberapa jenis sumberdaya alam sidah mulai |
menipis seperti BBM, hutan, timah, emas dan |
nikel. Karena keterbatasan modal, teknologi dan |
SDM di masa lampaii, -banysk usaha |
pengolahan  sumberdaya alam
terpaksa diserahkan kepada perusahaan asing.

Unituk ke depan disarankan: | |
a.‘Modal g tetap masih dibutuhkan dengan |
" piliih bidang usaha'secara selektif. |

tersebut |

b. Peran tenaga asing harus secara berangsur |

dikurangi- dan memberi kesempatan ‘yang
~lebih-lias bagi tenaga-tenaga domesti, |

dengan -~ memberkan  imbalan

“atau

" penghargaan yang setimpal.

3. Menciptakan Iklim investasi
Sebagaimana dikemukakan di |

atas, iklim investasi di Indonesia sangat §
rendah. ‘Infrastruktur yang tidak memadai, |
" '-korupéi,’ - "birokrasi  dan  pelaksanaan |

“ peratdran pajak menimbulkan biaya tinggi.

" Kualitas' SDM ' secara umumi - memang |

rendah, dan kondisi ini diperburuk oieh |

~ sistem rekrutmen yang diskriminatif -dan |
sangat - Mmahal. Oleh sebab it, |
sebagaimana dikemukakan di atas:




a. Perlu. komitmen politik dan kesungguhan

memberantas korupsi;

. Périu pemberdayaan semua lembaga yang |

berfungsi memberikan pelayanan publik.

4. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Kerja

“Pendidkan  kejuruan  menjadi

kurang ‘menarlk bukan karena budaya

*amtenaar”, tetapi karena sistem dan isinya
yang kurang memadai. Kenapa demikian?

| Harus diakui bahwa menyelenggarakan
- pendidikan kejuruan ity sangat mahal
= karena harus dllengkam dengan peralatan
bengke! keria yang cukup mahal dan
bahan-bahan praktek habis pakai yang
cukup banyak. Alokasi biaya uniuk bahan

praktek fidak sampai 25% dari yang

- diperlukan: - Yang:nyata digunakan dalam

praktek - kurang dan. 10%. Jadi ‘walaupun

“mereka tamat pendidikan kejuruyan, mereka
'letap belum mahir kerja. '

Memang para pe|abat juga senng_

. melontarkan persepsi yang kellru mengenal

) sekol_ah kejuruan yaitu sebagai pilihan bagi

. .siswa yang -kurang pintar atau - kurang

~ mampu. Disamping itu, bagi mereka. yang

‘memilih  sekolah kejurgan  seolah-olah

~fertutup pirty untuk melanjutkan kuliah

~ menjadi _se_lrjana'.' |

- Akhir-akhir ini_muncul ambisi Diknas |
untuk ‘membuka “ sekolah-sekolah  Kejuruan |
hingga mencapai: 60%, dan pendidikan umum §
40%: Hat ini betul-betul-sangat ambisius, sangat.
manal, dan terancam mubazir: Dana akan habis |
fersedot -untuk. pembelian peralatan prakisk, |
Kemudian APBN dan APBD tidak akan pernah
mampu -'mengaiokésikan dana. yang f-c’ukup" "
untuk ‘membiayai bahan praktek habis pakai.
Amerika .'-=-Serikat-‘-sébagai negara kaya tidak-
merasa mampu mnbangun sistem pendidlkan
sepeitiitu, - |

“Bagi Indonesia sebagai negara- miskin

dengan penduduk yang besar, sudah sangat |

ideal menyelenggarakan pendidikan kejuruar‘m-

sekitar 20% dengan peralatan dan bahan
praktek yang betul-betul cukup.

~+ Sebagian besar” pendidikan - umum
dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan
tinggi atau untuk dilatih di BLK-BLK. Pelatihan |
kerja di BLK dapat dilakukan dalam waktu yang |

| relatif singkat sekitar . 1-6 bulan -menurut !
jenisnya, dengan biaya-yang jauh lebih murah |
dari pendidikan kejuruan. :
Oleh sebab itu disarankan ;-
a. - Membangun pendidikan kejuruan cukup |
 sekitar 20%; 5

b. Peralatan dan bahan praktek habis pakai ‘
- - pendidikan kejuruan betul-betul disediakan |
-mencukupi, supaya setelah lulus, mereka §
betul-betut profesionat dan otomatis mudah §
memperoleh atau menciptakan pekerjaan. §
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. -Pendidikan - kejuruan. harus - merupakan
- pilihan. karena keinginan dan-bakat, bukan
- berdasarkan nilai prestasi kelas. -

d. Bagi siswa yang memilh -pendidikan
~kejuruan: harus tetap terbuka pintu untuk
melanjutkan ke - pendidikan - yang lebih |

tinggi. -
. Lulusan pendidikan umum yang memilih

~“memasuki pasar kerja, dipersiapkan dan

dibekali melalui pelatihan singkat di BLK-
. BLK. - Untuk: itu, peralatan dan . bahan
praktek habis pakai di BLK periu disediakan
dengan memadai.

. - Kualitas SDM -

 Harus diakui bahwa kuaiitas SDM
Indonesia secara umum masih rendah. |

- Namun cukup banyak SDM-Indonesia yang
* mempunyai- keahlian, “kemamptan, dan
profesiondlisme yang tinggi. Walaupun
besar -

berpendidikan reridah, namun tidak tertaly

sebagian. . -angkatan - kerja
sult untuk membangun etos kerja dan
disiplin mereka. Yang paling efekiif di
~ Indonesia adalah metode ~ keteladanan.

Pemimpin mulai dari - pemimpin puncak '

| harus -~ menunjokkan  keteladanan:
| Tanggungjawab penuh, disipiin kerja tingg,
rasa pengabdian tinggi, tidak korup, dan

.- -Kesesuaian kata dan perbuatan
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Pernimpin -

memberikan penugasan dan

penghargaan berdasarkan profesionalisme dan4
kriteria_obyeklif. Maka semua bawahan dan
pelaksana akan menuruti. Oleh sebab itu :

a.

Ketenagakerjaan

- mengakomodasikan

sama-sama
" berkeras

 Pemimpin di setiap lembaga"dan uni, |

mulai dari kepemimpinan puncak harus
daam |
tanggung]awab elos kerja, d|3|phn kerja \

menunjukkan keteladanan

dan pelayanan publik.
Sistem rekrutmen pejabat harus betul-betul §

':__dldasarkan pada profesmnahsme dan |
- kiiteria:

obyektf, fidak boleh adal
diékriminasi berdasarkan suku, agama dan }
aliran politik.

Peraturan | Perundang-undangan |

Harus diaksi bahwa - Undang- |

- ..undang No. 13- tahun 2003 tentang
- -Ketenagakerjaan - -

-merupakan. . hasil
dari kompromi
. kepentingan §
pengusaha dan kepentingan pekerja yang |

fidak rasional. Pekerja |
‘memasukkan  pembayaran |
pesangon yang sangat  besar dalam §
pemutusan . hubungan kerja (Pasal 150- §

maksimal

- 172). Untuk memperkecil kemungkinan §

PHK dan tuntutan serikat pekerja,

* pengusaha mengintensifkan perjanjian §

keria dalam wakiu tertentu (PKWT) dan

.. _kontrak kerja (outsourcing).




{ - PHK, . ~dan  outsourcing
lsebenamya tidak pertu tenadi dan tidak perlu
i ditakutkan . bila kedua belah pihak, serikat
pekel]'a dan pengusaha, diberi -pemahaman,
pengertian dan komitmen: Serikat peketja akan
| terus  mendisiplinkan anggotanya sehingga
hubungan - kerjanya tidak perlu diputuskan.
Sebaliknya pengusaha secara profesional

| menyusun perencanaan SDM, membina dan

mendayagunakannya dengan baik, sehingga

tidak perlt  sewaktu-wakty mem-PHK-kan
karyawan.
Oleh sebab itu, yang periu dilakukan
dalam dua tahun pertama ini adalah :
_a. Pemerintah c¢.q. Departemen Tenagakerja
| dan Transmigrasi member pencerahan
kepada pimpinan Serikat Pekerja dan
Manajemen di masing-masing perusahaan
untuk menerapkan UU No. 13 tahun 2003
tanpa PKWT, Outsourcihg dan PHK.

. Mengevaluasi pelaksanaan UU No. 13

tahun 2003 dan No. 2 tahun 2004 untuk
membuka kemungkinan peru tidaknya
membuat  revisi |
| cukup menerbitkan penegasan dalam
bentuk

Peraturan = Pemerintah  atau

menerbitkan pedoman pelaksanaan.

Undang-undang, atau |

7. Pemban
- Pembangunan nasional -berbasis |

- pembangunan manusia Indanesia seutuhnya |
tidak bertentangan dengan pembangunan |
nasional berbasis sumberdaya alam yang : :
dimiliki. penting |
menetapkan strategi untuk memperioritaskan

Yang Pemerintah

pembangunan sektor pertanian dan sektor§ -

kelautan. Langkah kedua adalah SDM |
Indonesia diarahkan dan dipersiapkan untuk
mendukung pembangunan di kedua sekior '
tersebut, - .

, Revitalisasi Ketenagakerjaan

"a. Revitalisasi  ketenagakerjaan  harus {

dimulaic  dari  peningkatan  mutu 7
pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA
hingga perguruan tinggi.

. Khususnya kualitas SD, SLTP dan SLTA
sangat terganfung pada mutu guru-guru .
pengajamya. Oleh sebab itu rekrutmen |
mahasiswa untuk calon guru harus dipilih
dari lulusan siswa terbaik, dengan
memberikan bea siswa penuh sera
perbaikan gaiji dan kesejahteraan guru. |

. Pendidikan kejuruan cukup 20% tetapi
dengan jaminan lulusan berkualitas dan
profesional, siap untuk bekerja atau |
menciptakan pekerjaan sendiri.
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[ d. Luldsén--.:..peijd‘vd “umum  mermenuhi

-standar kiglitas untuk dapat melanjutkan

ke perguruan-tinggi atay- untuk dilatin di

BLK. -~

. Standar
umum tidak diukur dengan sistem Ujian

“kuglitas * fulusan  pendidikan
Nasional akan tetapi berdasarkan standar

kurikulum, standar peralatan dan
akreditasi lembaga pendidikan.

. Kelengkapan BLK perlu terus ditingkatkan
~ baik dalam hal ‘perafatan dan instruktur
maupun dengan kecukupan dana
pelatihan.

. Kebijakan - nasional - difokuskan pada
perluasan kesempatan kerja. Tolok ukur
kebijakan - adalah dampaknya terhadap
peruasan kesempatan kefja. Bantuan
sosial seperti-melalui -penyediaan beras
miskin dan asuransi kesehatan keluarga
miskin secara bertahap dialihkan melalui
penciptaan.késempatan--ker]‘a.

. Faktor - dominan datam pemba'ngunan

nasional dan revitalisasi ketenagakerjaan |

adatah  peningkatan kinerja aparatur
Pemerintah yang. selama ini dianggap
* |lamban dan kotup. Oleh sebab itu;

(1) Periu kemitmen politik . Pemerintah
untuk -memberantas korupsi melalui
pembukfian harta pribadi bagi bara
pe;abat secara selekif dan berlahap,

INFO HUXUM VOLUBE ¥ TAHUN KE.X, 2008°* .
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(2) Menciptakan  ikiim investasi yang |
kondusif - melalui -
infrastruktur
hirokrasi;

(3) Meningkatkan pelayanan publik;

- pembangunan § _

dan - mengefekiifkan ||

~

{4) Melakukan evaluasi kinerja: secara ]
menyeluruh dari Pusat hingga ke Daerah |
supaya dapat menyadari rendzhnya
kineja untuk  kemudian  berupaya §
memperbaikinya; '
Melakukan rekrutmen

Pemerintah mulai dari fingkat Menteri |

pejabat |

tiingga pimpinan terendah di Pusat dan |
Daerah, serta di Iingkungan BUMN dan

 kriteria objekif. |
(6) Menunjukkan Keteladanan dalam hal | |
tanggungjawab dan pelaksanaan tugas,
 sikap dan etos ketja mulai dari pimpinan |
puncak sefiap organisasi  hingga |
pimpinan terbawah. '
i Strategi pembangunan diarahkan pada]
sektor yang banyak menyerap tenagakerja [
yaitu sektor pertanian serta usaha—usaha

mlkro dan usaha kecil*****

Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak,
Direkiur Program Pascasarjana Universitasa Pelita
Harapan, mantan pejabat senior Departemen Tenzagakerja




elisfhan | hmbmgan
Industrial, adakalanya disebabkan
perbedaan persepsi dari pihak pekerja
| terhadap kebijakan perusahaan yang

Kkarena mutasi

| melokukan mutasi,
| dilakukan menyimpang dari perjanjian

| kerija atau kaitannya tidak jelas.

|. PENGANTAR.
Kehidupan ditandai

dengan éemakin kompleksnya kebutuhan

modern,

hidup manusia yang harus dipenuhi,
sehingga seseorang atau masyarakat untuk
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
adakalanya sangat tergantung kepada
pihak lain. Di sisi fain untuk dapat
menghasitkkan barang atau jasa sekurang-
kurangnya ada 2 (dua) pihak yang terkait
langsung, yaitu pekefa dan pengusaha
untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pengusaha dengan

pekerja dalam menghasilkan barang

maupun  jasa, bahwa pengusaha

MUTASI
_ . vs
DIKUALIFIKASIKAN MENGUNDURK AN DIRI

Oleh : Sahat

memetlukan adanya pekerja, begitu pula

- .Dengan

- fainnya. © Hubungan

_Sementaré di sisi lain pekerja, ada kalanya |

~ kaitannya dengan operasional perusahaan |

Berkenaan dengan hal tersebut pehuiis

- mengajak - sidang  pembaca untuk
mendiskusikan apakah mutasi merupakan
N S ____

pekeria secara sosiologis dan spiritual, |
bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan. | -

demikian, antara pengusaha

dengan pekerja merupakan dua pihak yang

saling membutuhkan dan tidak dapat saling

meniada"km-antara yang satu dengan yang

antara pengusaha

dengan pekerja tersebut dalam peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan

disebut dengan istilah *hubungan kerja”.

Pengusaha dalam pelaksanaan

hubungan kera serta untuk kelancaran

operasional perusahaaan, adakatanya peru

melakukan mutasi terhadap pekerjanya. |

sulit untuk dapat menerima - pelaksanaan

mutasi yang diftakukan pengusaha. Oleh

|
perjanjian kerja yang dibuat atau mutasi [

karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan

yang dilakukan pengusaha tidak _ada

alias kriterianya tidak jelas.
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kebijakan pengusaha, bagaimana pekerja

menyikapi  mutasi  yang  dilakukan
agar - mutasi tersebu,t: tidak menimbulkan
perselisihan hubungan ifdustrial atau dapat

- mengarah pada moral hazard.

{1l MUTAS!L. -

|  Pengertian mutasi, sesuai Kamus
Besar Bahasa Indonesia ada 4 (empat),
salah satu adalah, " pemindahan pegawai
dari satu jabatan lain, baik horizontal
Teori

maupun vertikal”, Dan sesuai

Manajemen Sumber Daya Manusia,
Sondang P,

bukunya Manajemen

- sebagaimana dikemukakan
dalam
Abad 211 bahwa yang dimaksud dengan

Siagian,

* penempatan adalah penugasan- seseorang

untuk menduduki jabatan,
menyelenggarakan fungsi, dan
“menjalankan  aktivitas. Pengertian

Penempatan berlaku bagi karyawan baru
yang menempuh maupun yang tidak
serta
karyawan lama yang mengalami promosi,

 menempuh  program  orientasi

alih tugas, alih wilayah atau demosi.
pengertian mutasi menurut Manajemen

Sumber Daya Manusia jauh lebih luas, jika

pengusaha, serta bagaimana pelaksanaan

Dari kedua pengertian tersebut,

~ dibandingkan dengan pengertian mutasi
" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia |
“maupun karyawan. yang fbariz, dimana
- promosi, alih tugas maupun alih witayah |

. ‘sehingga untuk membatasi pembahasan |

- akan
dihadapkan dengan tugas yang sangat]

 hal demikian, bukan hanya kinerjanya yang k

~ cenderung
~ produkfivitasnya  pun

~ tersebut berlangsung lama, situasi yang |

karena, pengertian mutasi tersebut bagian ||

mutasi bagi karyawan tama dapat berupa | *

atau demosi dalam suatu perusahaan, |

kita, mutasi yang dimaksud dalam tulisan

ini adalah mutasi bagi karyawan lama yang ||

ditakukan secara horizontal atau alih tugas

mupun alih wilayah, dan bukan mutasi :

dalam arti promosi ataupun demosi,

Menurut teori manajemen sumber §

daya manusia, bahwa kinerja seorang |

cenderung  menurun  apabila

menurun - akan  fetapi
rendah, §

misainya, karena merasa jenuh dan |

makin

melakukan banyak kesalahan. Jika hal |

kepuasan yang rendah, dan akan dapat |

menimbulkan keinginan untuk pindah ke |

perusahaan.

! Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPH, Manajemen Abad 21, hal 151.
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! Sehingga -untuk mah timbulnya as:

| yang demikian, perusahaan perlu menempuh

| suatu kebijakan mutasi yaitu, memindahkan

| pekerja dari suaty kerja, lama ke suatu kerja

Iain, dimana mutasi tersebut tidak berakibat |

pada perubahan status yang bersangkutan

{ dalam jenjang jabatan, bentuk tanggung jawab

dan jumiah penghasilan pun tidak berubah. Dan

| yang berubah adalah fungsi dan tanggung

| jawab sehari-hari dengan harapan kebosanan

dan kejenuhan dapat dihilangkan atau paling

| tidak dikurangi.

Prakteknya, adakalanya pekerja sulit
untuk menerima mutasi. Demikian juga dalam
hal penempatan, baik penempatan pekerja baru
maupun pekerja lama, pengusaha sering
menghadapi kendala dan tantangan. Adanya
dan

kendala tantangan ~ yang = dihadapi

pengusaha antara lain, disebabkan;

Ja. Masih banyak perusahaan yang belum

memprakiekan penempatan karyawan baru
berdasarkan
pengetahuan,

‘pemahaman yang fepat

tentang keterampilan,
penguasaan, minat dan bakat.

. Perusahaan masih  menganut

organisasi yang memperlimbangk'an faktor

usia dan

- karyawan ‘menggunakanya

sebagai dasar afasan untuk di promosikan.

% bid, hal 153. '

% pasal 1 angka 15 UUK No. 13 Tahun 2003.
¢ Pasal 1 angka 14 UUK No. 13 Tahun 2003.
® Pasal 57 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003,

kultur

¢, Kiteria aih tugas Tan ain wllayah (mutas:) ?
- yang tidak sefalu jelas.

.'Belum memasyarakatnya penilaian kinea |
yang berorientasi ke masa depan, selain ‘
dimaksudkan sebagai - instrumen yang |

menentukan tingkat kinerja masa lafu dan

‘untuk

kenaikan gaji atau upah berkala bagi para ‘ '

digunakan mempertimbangkan
~ karyawan2,

Mutasi  ditinjau  dari  hukum
ketenagakerjaan adalah  didasarkan pada
hubungan kéaja.‘ yang difakukan berdasarkan |
perjanfian ‘ kerja yang mempunyai unsur |
pekerjaan, upah, dan perintah3, Dari rumusan |
tersebut ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat
perhatian yaitu : Perfama, Perjanjian Kerja, |
merupakan suatu perjanjian yang dilakukan |
antara pekerjaiburub dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak
dan kewajiban para pihak 4.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian

kerja dapat dilakukan secara lisan maupun |

tertulis. Kecuali dalam hal hubungan kerja ]
ditakukan untuk waktu tertentu, pembuatan |

perjanjian kerja dipersyaratkan harus dibuat |
secara fertulisS. Lain halnya, - apabila hubungan |

ket diakukan unfuk waktu Gidak tetentu (pekeria |

tetep) peuaulm keqa dapat cibuat secara lisan.
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[ Namun dipersyaratkan ~ pengusaha ~ wajib

" untuk membuat surat pengangkatan yang

isinya  sekurang-kurangnya  memuat
keterangan; nama dan alamat pekerja/buruh;
tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan;-dan
besarnya upah €. Dicantumkannya istilah
"Perjanjian. Kerja” dalam rumusan hubungan
kerja  dimaksudkan bahwa . terciptanya
berdasarkan

antara  pekerja

hubungan kerja  adalah

| kesepakatan dengan
| - pengusaha yang dituangkan dalam bentuk
| Perjanjian Kerja dan sekaligus sebagai alat
bukti adanya hubungan kerja. Kedua, unsur
hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan,
upah dan. perintah. Makna unsur disini
adalah bagian bahwa dari hubungan kerja
yang harus dipenuhi. Oleh karena, jika salah
satu unsur tersebut tidak lerpenuhi, maka
“hubungan tersebut tidak- dapat dikatakan
sebagai hubungan kerja. Adanya unsur
| perintah dalam hubungan kerja menunjukkan
| bahwa pekerja harus bekeja di bawah
| perintah pengusaha - (hubungan
kewibawaan). Apabila seandainya tidak ada
bekerja di- bawsah

maka perjanjian kerja tersebut

kewajiban untuk
. perintah,
tidak merupakan suatu hubungan kerja,

§ pasal 63 UUK No. 13 Tahun 2003. .
” Pasal 93 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003.

® Pasal 93 ayat (2) huruf f UUK No. 13 Tahun 2003.
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-~ Dengan tunduknya pekerja kepada suatu |

lermasuk bagian dari perintah atau tidak.

{pengusaha) untuk minta kepada Pengadilan ;

menmpekerjokan, bak karena kesalahan sendiri §

‘pengusaha, dalam hal ini pengusaha wajib tetap
tetapi adalah suatu bentuk perjanjian lain. :

peraturan perintah, berarli pekeria tidak ada §
kebebasan untuk bertindak. Sehubungan
dengan hal tersebut, bagaimana seandainya
pekerja menolak mutasi. Apakah -mutgsi

Apabila mutasi bagian dari perintah, maka ;

penolakan pekera atas perintah dapat |

dikategorikan sebagai pengingkaran adanya }
hubungan kerja atau perjanjian kerja. Hal|
tersebut, sesuai Pasal 1603V KUH Perdata, |
dapat mefﬁpakan alasan penting bagi majikan §

(Pengadilan  Hubungan  Industrial) agar.

hubungan kerja dinyatakan putus.

Sementara unsur upah sebagai hak pekerja,

yang merupakan imbalan dari pengusaha atas |

suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan | -
alau yang -akan dilakukan. Kalimat “telan’ |
dilakukan, adalah sesuai asas pengupahan, §
tidak dibayar,
pekerjalburuh tidak melakukan pekerjaan’. Lain |
halnya, bila-pekerja bersedia melakukan pekerjaan |

yag teleh dijanjiken tetapi pengusaha tidak |

dimana upah apabila

maupun halangan yang seharusnya dapat dihindan |

untuk membayar upah pekerja ®.




I tercermin dari isi perjanjian kerja,- yang
sekurang-kurangnya memuat ; '
~a, Nama, alamat perusahaan, dan jenis
o usaha;

i. b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
 pekerjalburuh;

Jabatan atau jenis pekerjaan;

tempat pekerjaan;

Besarnya upah dan cara pembayaran;
Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan

-~ o 2 o

kewajiban pengusaha dan pekerjalburuh;
L 9 - Mulai dan jangka wakiu bekerja;

i h. Tempat dan tanggal perjanjian kefja

dibuat; dan
i. Tanda tangan para pihak dalam
perjanjian kerja ®,

Sehingga dengan adanya hubungan Kerja
yang dilakukan dengan perjanjian kerja,
pengusaha mempunyai hak mengelola
sumber daya manusia untuk mencapai
fujuan  perusahaan - (Pengttsaha- dan
Pekefja), dengan memperhatikan kaidah

hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

[ Il. DIKUALIFIKASIKAN 'MENGUNDURKAN
DIRI.

‘Sebagaimana disebutkan di atas, apakah
_mutasi .

| Smppe————

bagian  dari

® Pasal 54 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003.

" Ketiga unsur- .hubungan kerja tersebut | .
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dalam hal ini dilakukan melalui pengkajian dari |
‘beberapa putusan lembaga penyelesaian f

pertama, - menyatakan bahwa mutasi adalah
merupakan hak mutlak pengusaha, karena}
mutasi sebagai- bagian dari unsur perintah, |
sehingga maka wajib untuk melaksanakannya. |
P‘endapat'lti‘dua, menyatakan bahwa mutasi
adatah mierupakan bagian dari syarat kerja dan
merupakan  hak  pengusaha,  sehingga j
pelaksanaannya perlu  diatur sebelumnya |
dalam perjanjian-kerja, peraturan perusahaan |
atau perjanjian kerja bersama.

Pembahasan permasalahan mutasi |

perselisihan hubungan industrial.
Putusan Pengadilan Hubungan industrial pada
Pengadilan Negeri- Kendari“No, . 04/G/2006/PH. §
Kendari, tanggd 15 September 2006, dolam f
"migtasi adalah merupakan hak prerogative pimpinan
mengurang hakhak pekeria dan membahayakan |
kesehatan kerja”.
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tidak, -d- bagaimana bila pekerja i
menolak mutasi. Karena, mutasi tersebut tidak i
-sesual - dengan  perjanjian - kerja, - tidak ||
diperjanjikan sebelumnya atau tidak jelas]
- glasan mutasi. - 1
Terhadap persoalan tersebut ada 2 (dua) f
pendapat yang berkurang yaity Pendapat |



gugatan pekerja terhadap kasus  pemutusan
| hubungan ke yang. dilakukan pengusaha,
Dimana pada awalnya pekerja adalah. sebagai
-supir mobil box, kemudian dimutasikan dibagian
|gudang untuk membantu Helper. Pekerja
| menolak mutasi yang dilakukan pengusaha,
| karena mutasi dari supir- dimutasi ke bagian

| gudang tidak sesuai dengan keahlian pekerja.
| Sehingga pekerja tidak masuk bekeria dan
| penjadikannya sebagai perselisihan hubungan
| industrial dengan jenis perselisinan pemutusan
| hubungan kerja secara sepihak.

Dalam persidangan Pengadilan Hubungan
 Industrial, Pengusaha  menggjukan - gugatan
| Rekonvensi dengan mengernukakan bahwa pekerja
sejak tanggal 19 Juni 2006 s/d 27 Juni 2006 (8 hari)
| secara bertuna-turut tidak masuk bekerja {mangkin)
 tanpa §in dan pemberitahuan, balk secara lisan
{ maupun tertulis, dan pengusaha telah melakidan
| panggien secara petut sebenyak 2 (dua) kal, tanggal
| 21 Juni 2006 den tanggal 26 Juni 2006. Sehingga

bersangiutan  dikusaiffkasiken  mengundurkan  dir
sebagdmana Pasad 168 Undanglndang
Ketenagaketaan Nomor 13 Tahn 2008,
Besdasarkan pertimbangan fersebut, Majelis Hakim
Pengaditan Hubungan Industial, menyatakan peketja
dikualfikasikan mengundurkan dir '-

[ Pertimbangan tersebut . didasarkan  atas

- | demikian juga halnya dengan pindah rumah.  §

menggangu  kelancaran pekerjaan,

rangka

™

Pertimbangan  Majelis Hakim Pengaditan |
Hubungan  Industrial  tersebut, = jika§.
dibandingkan dengan  pertimbangan - Panitia |
Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat, |
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun |
1957 dalam putusan Nomor : 7/58VIOI/C |
tanggal 16 Juni 1958, berpendapat bahwa .
Pemindahan {mutasi) buruh dalam rangka |
usaha melancarkan jalannya = perusahaan
termasuk kebijakan Pengusaha, begitu juga
halnya - dengan pemindahan rumah. Dalam
kasus ini,:'-;f- pada awalnya pekeria bersedia
dipindahkan, akan telapi kemudian pekerja

menolaknya. Sehingga penolakan pindah |

rumah seperti yang dilakukan pekerja tidak §

tetapi |
walaupun demikian pekerja menolak perintah :

yang sudah disetujui adalah fidak layak, f
sehingga Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan  Pusat, agar
pengusaha mempekerjakan pekerja kembli
dengan ketentuan pekerja harus pindah rumah
seperti yang ditetapkan pengusaha dan upah |
selama ﬁdak - bekerja dibayar. Terhadap
putusan tersebut Prof. Iman Supomo, SH , |
berpendapat bahwa Pemindahan burub dalam |
usaha
perusahaan termasuk kebijaksanaan majikan, |

memutuskan

melancartkan  jalannya

19 prof. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4), hal. 65.
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yang dimi

[ Pindah. rumah - seperti -

fitetapi buruh sebelumnya telah menyatakan
| kesanggupannya untuk pindah rumah, sehingga
| penolakan - buruh kemudian untuk pindah
{ umah, berarti buruh mengingkari - janjinya,

| Sanksi terhadap pengingkaran janii ini, alah
| batainya perjanjian ~ pindah ~rumah danatau
| pembayaran ganti rugi oleh buruh, tetapi-bukan
sekali-kali putusnya perjanjian kerja.

Dari ‘kedua putusan tersebut, pelaksanaan
| mutasi adalah berdasarkan pada operasional
| perusahaan.  Sehingga pelaksanaan - mutasi

_merupakan -bagian dari kebijakan dan hak

prerogatif pengusaha, ditambah dengan syarat
i bahwa pelaksanaan mutasi tersebut -tidak

mengurangi - hak-hak pekerja dan tidak
membahayakan kesehatan kerja.

Hal int, senada dengan pendapat pertama
| diatas, dengan tanpa mempertimbangkan ada

 tidaknya pengaturan -mutasi dalam Perjanjian
Keq'a, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian
| Kerja Bersama.

Permasalahan . yang sama,

berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan

1 Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta
[Pusat  No.  15B/PHLGI2007/PN.JKT PST,
tanggal 30 Agustus 2007, bahwa dafam kasus
Pemutusan Hubungan Kerja Majelis Hakim

| mempertimbangkan bahwa hubungan kefja

| antar pekerja dengan perusahaan diatur dalam

ntakan - dafi
buruh, tidak menggangu kelancaran pekerjaan,

perjanjian Kerja, peraturan perusahaan dan |
perjanjian - kerja “bersama, dimana selurth i
peraturan- tersebut tidak boleh  lebily rendah §
kuantitasnya dan- kualitasnya dari peraturan |
perundang-undangan. Sementara pekerja liQak

miliki pefjanjian apapun, baik perjanjian kerja,-

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

bersama, “untuk - menjamin haknya - memifiki i

kelonggaran atau setidaknya memilii ruang
dialog dengan pekerja dalam hal' mutasi. |
Namun; - pekerja
pemyataaﬁ‘ébagi -Pengusaha, sehingga surat |
pemyataan tersebut dapat dianggap sebagaill

ada: membuat  surat

syarat atau perjanjian kefja antara pekefja

dengan pengusaha. Berdasarkan hal tersebut, |

Majelis-Hakim berpendapat, karena pengusaha |
memiliki hak mutlak melakukan mutasi; maka ;

penolakan mutasi tersebut berarti penolakan |
bekerja pada pengusaha. -
Selanjutnya - mempertimbangkan,
Upaya-upaya

mempertahankan

adanya |

untuk - membela - dan §

haknya  ° dengan |

menyebarluaskan - informasi  mengenai |

perselishannya -dengan pengusahé, menurut §

Majelis hakim merupakan upaya-upaya yang |

tidak melanggar hukum dan dilindungi hukum.

Karena itu, alasan tersebut fidak dapat |

digunakan - ‘unfuk melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja.Sehingga, |

Majelis - Hakim mengabutkan  pemutusan |

hubungair kerja dengan alasan menolak mutasi

17 INFO HUKUM VOLUE ¥ TAIN KE-X, 2008



dan bukan berdasarkan kesalahan berat atau
alasan mendesak sebagaimana disampaikan

pengusaha. Oleh karena penolakan mutasi
tersebut  merupakan . pelanggaran - atas
| perjanjian kerja, pekefia berhak atas sejumiah
konpensasi pemutusan hubungan kefja yang
{ terdiri dari uang pesangon sesuai 1 kali Pasal
' 156 ayat {2), uang penggantian penghargaan
| masa kerja sesuai 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan
| uang penggantian hak sesuai dengan Pasal
1156 ayat (4), hak cuti yang belum diambil serta
{ upah yang belum dibayarkan hingga putusan ini
; diputus,

| Melihat pertimbangan Majelis Hakim
P_engadilan Hubungan- industrial DKl Jakarta
| diatas, dapat disimpukkan bahwa pengusaha

| karena adanya surat pemyataan - pekeda
sebagai bagian syarat keda afau- pefjanjian
kerja, sehingga pekefja berkewajiban - untuk
| melaksanakan mutasi. Apabila pekerja menofak
§ mutasi, pekerja dapat melakukan upaya-upaya

| untuk mempertahankan hak dengan ketentuan
[ tetap melaksanakan kewajibannya untuk tetap

masuk bekerja seperti biasa. Oleh karena,
| apabila pekerja menolak mutasi dengan cara

 tidak masuk bekerja, maka pekerja dapat
| dikualifikasikan i
sebagaimana diputuskan Pengadilan Hubungan
| Idustial pada Pengadian Negeri Kendari, No. :
d 04/G/2006/PHI Kendari, tanggal 15 September 2006.

mengundurkan
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disamping  pertimbangan mutasi,

memilii hak mutiak untuk melakukan mutasi, |

™

Perlu"disampaikan, bahwa dari pertimbangan §
Maielis Hakim Pengadilan Hubungan' Industrial
khususnya pada Pengadilan- Negeri Kendari, |

menurut §

hemat kami ada 2 (dua) hal yang peng
mendapat perhatian, sehubungan dengan hak |
pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya
karena dikuafifikasikan mengundurkan dir yaitu: §

a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan [

Pasat 156 ayat (4}, , khususnya untuk uang

penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan ditetapkan 15% dari uang |
- pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat. 5

Maijelis Hakim mempertimbangkan bahwa,
oleh karena pekerja tidak berhak atas uang |
- pesangon, uang penghargaan masa kerja,

maka penggantian hak atas perumahan
~ ‘dan .pengobatan sebesar 15% dari
pesangon dan uang penghargaan masa |

kerja haruslah -ditolak. Hal ini sesuai |

dengan Surat Menteri tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rl No. B.60OMEN/S!- |
HK/VIII005 tanggal 31 Agustus 2005 |
- perihal uang penggantian perumahan serta

- pengobatan.

b. Uang pisah, sesuai kelentuan Pasal 168 |

ayat :(3) bahwa mengenai besamya dan |

- pelaksanaan uang pisah diatur dalam |

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

_pefjanjian kerja bersama.



W,

Oleh karena, besaran dan pelaksanaan

uang pisah fidak diatur perusahaan dalam .

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan

~ atau Perjanjian Kerja -Bersama, oleh

karena, pekerja berhak atas uang pisah,
maka Majelis Hakim -menetapkan sendiri
besaran uang pisah dengan mempedomani
perhitungan uang penghargaan masa kefja,
sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (3).

PINDAH KERJA ANTAR BADAN USAHA
TIDAK SAMA DENGAN MUTASI

Seiring dengan perkembangan iimu
pengetahuan dan teknologi seria diikuti
dengan semakin ketatnya persaingan
diantara dunia usaha, mendorong timbuinya
pengelolaan dunia usaha melalui kelompok
usaha, group usaha atau Holding
Company. Maksud pengelofaan dunia
usasha yang demikian adalah untuk
mensinergikan berbagai  aspek, . seperti
aspek SDM, keuangan, perp'aiakan," mega
marketing dan berbagai aspek lainnya.
Sementara di sisi lain, keuntungan yang
diperoleh dari pengelofaan perusahaan
melalui kelompok usaha atau holding

company, antara lain; mandii dalam hal

-~ resiko; biaya operasional lebih efisien; hak

pengawasan ~ lebih besar; pengontrolan

lebih mudah dan efektif, kemudahan

)

“sumber -modal, dan ‘akurasi keputusan yang }

diambil.  Namun - secara “yuridis, .pengelolaan

perusahaan yang demikian, kemandirian atau

kedudukan  hukum  dari -masing-masingf
perusahaan atau Badan Usaha yang bergabung |

ke dalam kelompok- usaha atau Holding }

Company tidak menghilangkan tanggung jawab §
sebagai subyek hukum. B

Terkait dengan aspek SDM, khususnya
hubungan
pengusaha; *pengelolaan perusahaan dalam §
Kelompok Usaha atau Holding Company fidak
ukan  akibat
pelaksanaannya. Namun, pada saat adanya -

kerja - antara pekerfa dengan |

menimbulkan hukum  dalam

pemindahan ‘pekerja antar badan usaha dalam [

suatis kelompok usaha atau Holding Company. |

Hal tersebut, dapat menimbulkan dampak I
hukum- yang terkait  dengan peraturan |
efundang-indangan  ketenagekeriaan  Khususnya ‘
menyangkut hubtmgan kerja. Pemindahan pekeqa |
dalam satu kelempok seha atau Hokding Company |
dijau aspek hubungan kea, berdasarkan huum |

exdetzin  addah bersia perorangan yang I
mafakukan ikatan hubungan kerja antara-pekerja ?
dengan pengussha, sehingga dengan adanya :
pemindzhan pekerja antara Badan Usaha dalam |
suakil kelormpok ussha atau Holding Company dapat |
dikatakan sebagal pemindahan hubungan kerja atau |
pemindahan perjanjian kerja, karena teleh terac |
perubahan pihak pengusaha tauperberi kerja.
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[ Dengan adanya perubahan pihak penguseha |

§ atau pemberi kerja dalam suatu perjanian‘keria,
f imbul pertanyaan, bagaimana bila seandainya

¥ pekeria tidak bersedia- untuk- pindah -apakah |

| dapat dikatakan menolak perintah (mutasi), dan
 bagaimana bita pekerja bersedia. |

' Secara keperdataan, hubungan kerja
bersifal perseorangan  antara’  pemberi
kerja/pengusaha  dengan . pekefja yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga
| pemindahan pekerja antara pengusaha/badan
usaha yang berbeda diperakukan adanya
kesepakatan dari pekefia. Tidak adanya

kesepakatan pekerja atau pekerja tidak |

| bersedia untuk pindah pada perusahaan/badan
Jusaha yang baru, tidak dapat dikategorikan
sebagai mengundurkan diri  atau . menolak
perintah.  Hal tersebut
| Mahkamah Agung No.175 K/PHI2007 tanggal
F24 September 2007, dalam pertimbangan
hukumnya mengemukakan bahwa kesediaan
I pekerja untuk dimutasikan ke PT. B dari PT.A
§ tidak dapat dianggap sebagai -mengundurkan
diri, karena ketidakielasan kedudukan dalam
fhukum pekerja dan mutasi tersebut dafam
) kenyataannya sudah  terjadi  pemutusan
| hubungan kerja antara PT. A dengan pekerja,
yang selanjutnya felah terjadi hubungan kesja

fbaru antara pekerja dengan PT. B, karena |

diantara PT. B dengan PT. A merupakan
Badan Usahayangberbeda e

INFO JUINE VOLUSIE ¥ TAHUN KEX, 2008

sesuai  putusan |

tidak . jelas

"Adapun keputusan PTA untuk melakukan
“mutasi - terhadap- pekeria ke PT. B,{
"+ merupakan fakta telah nyata bahwa PT. A
* telah  melakukan pemutusan hubungan
~ kerja {(PHK) secara sepihak kepada pekerja |
 tanpa alasan yang jelas. ' _
- Sehingga perlu  menyatakan hubungan §

keria putus, dengan menghukum PT. A
memberikan ‘- kepada pekerja  uang
pesangon 2 x , uang penghargaan masa

: -kel}amud Pasal 156 ayat (2) dan {3) UU.

No. 13 Tahun 2003, uang THR Tahun 2005, |

. uang pengganhan cuti tahun 2005, upah |
‘butan Agustus 2005 dan upah bulan

. Sept_ember._ 2005 sampai dengan bulan
~ Februari 2008. =

Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah

.Agung membatatkan putusan Pengadilan f
- Hubungan Industial pada Pengadilan |
- .. Negeri Tanjungkarang No.: 05/6/2006/PHI- |

PN.Th tanggal 14 Nopember 2006 yang
mempertimbangkan bahwa pekerja tidak

menjalani mutasi yang diberikan oleh |

Peruséhaan ke PT.B dengan alasan
dianggap  sebagai §

pelanggaran . disiplin. Menolak

perintah- atasan adalah alasan yang

~tidak benar. Sehingga memutuskan

menyatakan sah Surat Keputusan

PHK pengunduran diri yang dilakukan

o -pengusaha



[ V. MENGATUR PELAKSANAAN MUTAS!,
Peraturan’

.. perundang-undangan
ketenagakerjaan secara umum telah mengatur
-mengenai hak dan kewajiban antara pekerja
dengan pengusaha. Akan fetapi mengenai
pelaksanaan mutasi itu sendiri Undang-undang
ketenagakerjaan fidak mengatumya, walaupun
secara eksplisit ada mengatur salah saty hak
pekerja, bila terjadi pemutusan hubungan kerja,
yaitu uang panggantian hak atas- biaya atau
ongkos pulang uniuk pekerjaburuh  dan
keluarganya kefempat dimana pekerja/buruh

- diterima bekerja 1. .

Oleh. karena, mutasi merupakan kebijakan
perusahaan dan ftidak diatur bagaimana
pelaksanaannya dalam peraturan perundang-
undangan kelenagakerjaan, sehingga mutasi
tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dan
syarat kerja yailu hak dan kewajiban antara

- pengusaha dan pekerjatburuh yang belum diatur
- dalam peraluran perundang-undangan 12.

Dari pembahasan diatas, bahwa
mutasi adalah bagian dari pelaksanaan
hubungan kerfa dan merupakan kebijakan
pengusaha untuk mencapai tujuan perusahaan.
Namun, dalam prakteknya dapat menimbulkan

perbedaan persepsi bagi pekerja dan bafhkan

"' Pasal 156 ayat (3) huruf b UUK No. 13 Tahun 2003.

| Industriahs ;juga merupakan wadah pengaturan

dapat-mengarah- pada moral hazard terhadap §
Untuk
mencegah hal tersebut, maka sangat dipertukan

pelaksanaan mutasi- itu  sendiri.

adanya .. pengaturan pelaksanaan mutasi di |

perusahaan.

‘Pengaturan  Syarat  kerja.  yang

didalamnya - termasuk  mengatur
dilakukan

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau |

mutasi,

pengaturannya  dapat melalui |

Perjanjian - Kerja -Bersama. Oleh Karena, |

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja

Bersama diskmping- sebagai sarana hubungan

pelaksanaan dari - Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 200314
Sehingga  perjanjian
perjanjian  kerja

kerja,  peraturan §

perusahaan, bersama }

merupakan- sumber hukum yang bersifat |

otonom di perusahaan, sifatnya mengikat bagi |

pekerja dan pengusaha.

Perlunya pengaturan  pelaksanaan mutasi

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan

atau' Perjanjian Kerja Bersama, sesuai |

pertimbangan. putusan -Pengadilan Hubungan §

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 158/PHI.G/2007/PN.JKT.PST, }
tanggal 30 Agustus 2007 bahwa, untuk |

"2 Penjelasan Pasal 111 ayat (1) huruf ¢ UUK. No. 13 Tahun 2003,

© pasal 103 UUK No. 13 Tahun 2003.

" Pasal 81 ayat (2), Pasal 93 ayat (5), Pasal 158 ayat (4), Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (3) UUK

No. 13 Tahun 2093.
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menjamin - hak = pengusaha melakukan
mutasi,: maka pelaksanaan mutasi- periu

| diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan

| - Perusahaan atau Perjanjian Kefja Bersama;
Oleh karena, melalyi perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
- bersama, terdapat ruang untuk dialog

antara - .pekerja dengan  pengusaha

mengenai pelaksanaan mutasi tersebut.

Melalui pengaturan tersebut, pelaksanaan

mutasi dapat dilakukan secara . adil

(Faimess), ftransparan  alasan  dan

tujuannya  (Transparancy},  menjamin

kejelasan pelaksanaan mutasi

(Akuntabiltas) dan menjamin di dipatuhinya

peraturan tersebut (Responsibility). Sebagai
perwujutan prinsip pengelolaan perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance).

. PENUTUP.
Sesuai perkembangan pelaksanaan
hubungan  Industrial, antara
pengusaha dengan pekerja/buruh adalah

dimana |

saling membutuhkan, dan tidak dapat saling
meniadakan antara satu dengan yang lain.

WFO HUKUM VOLUME ¥ TAMUN KE-X, 2008
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Sehingga.pelaksanaan: mutasi tidak. dapat lagi |
dikatakan sepenuhnya merupakan hak mutiak g
atau-hak proregratif pengusaha. Oleh karena, |
mutasi tersebut merupakan bagian dari syarat | |
kerja. - Demikian - juga halnya dafam hal |
pemindahan pekerja antara-badan usaha dalam |
satu group-atau kelompok ‘usaha atau Holding .
Company tidak dapat dikatakan sebagai mutasi. |
Untuk mencegah timbulnya moral hazard dalam §
pelaksanaan- hubungan kerja, diperiukan |
adanya pengaturan pelaksanaan mutasi atau §

pindah ket dalam satu perusahaan, kelompok |

usaha-folding company yang diméhgkan'dalam i
Penjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau
Pedanjian Kerja Bersama. Dengan adanya
pengaturan tersebut, maka pelaksanaan mutasi
atau -perpindahan pekerjaan dapat dilakukan
secara adil, ransparan, akuntabilitas, dan dapat ||
dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian timbulnya perbedaan |
terhadap |

kebijakan pengusaha dapat diminimalisir.

persepsi  dipihak  pekerja/buruh

Sekian dan terima kasih.




Dafuf Kopultllmn

Lin Grensing - Pophal, SPH: Mahaie’mm Sambear Daya Manusia Untuk Usaha Kecil dan Menengah Penerbit PT,
ina Publikatan - Jakarta, 2007. -

Mick Manchington; Manajemen Hubungan Indusirial; PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1986.

Prof Dr. SOndang P Siagian, NAPA; Mana]emen Abad 21; Penerbit Bumi Aksars - Jakarts, 1996,

, Manajemen Sumber Daya Manusia; Penerbit Buml Aksara - Jakarta, 1897,

. Prof. Imam Soepomo, SH; Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerje; Penerbit Djambatan, 1982. -

B _ . Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4); Penerbit Pradnya Paramita - Jakarta,
| 1. | |
7. G. Kantasapostra, dkk; Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila: Penerbit PT. Bina Aksara - ||
i - Jakarta 1586, : :

8. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH; limus Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Qakti Bandung 2000.

‘ 8. Prof, Dr. Sudikno Mento Kusumo, SH, Mengenal Hukum Suatu E_grp_gl.mn, Penerbit Liberty -Yogyakarta, 2005. |
110, R Goenawan Ogtomo, SH; Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan dl Indonesie; Penerblt |
| Grahadhika Binabangkit Press - Jakarta, 2008, |
| 44. Prof. Dr. F.HM. Van Den Ver; Pengantar Hukum Kerjs; Tedematian S Dadl; Penerbit Yayasan Kenisius - |
Semarang, 1956.

. 23 TNFC HUNURE VOLUNE V TAHUN KE-X, 2008



~ pendidikan formal

PROSEDUR AUDIT
YANG PERLU DIPAHAMI DALAM PENGADAAN 'I'ANAH
- DILINGKUNGAN DEPNAKERTRANS |

%h Drs. Susmfa. MM, !nspeﬁoraf.lendsmmepnakemans

PENDAHULUAN

Sejak bergabungnya Departemen
Tenaga Kerja Dan  Transmigrasi
bergabung Tahun 2001 dan Aparat
Pengawasan di lingkungan Inspektorat
Jenderal yang semula- masuk kelompok
berubah  menjadi
tersebut

jabatan struktural
fungsional. ~  Peribahan
mempengaruhi  Tugas

Fungsinya termasuk  diantaranya

kemampuan individu, skillknowledge |

penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor
(JFA) sebagai bagian persyaratan yang
harus dimitiki. Dalam tulisan ini memberi
pemahaman bagi Auditor dan pihak
Auditan/obyek yang diperksa dalam
mekanisme  serta

prosedur, proses

pengadaan ftanah menjadi semakin

dominan, sebagai konsekuensi dari
perkembangan antar sektor khususnya
sektor Industri yang berakibat langsung
pengaruh alih fungsi dan penggunaan

lahan.
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Pokok  Dan

dan pendidkan | Departemen, yang diberi fugas dan
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-~ Ini-menuntut para birokrat untuk lebih hat- | |

hati, s_elektlf serta bijaksana dalam
menyusun dan memilih aritematif atas |
lahan. yang mengalamii alih fungsi. Gejala '
ini pa_ling tidak dapat diamati, dan

- ditunjukkan beberapa“arahan tertulis dari |

Pemefintah antara lain berupa undang- |

undang, Peraturan Pemerintah, Dan _'

Keputusan Presiden/KEPPRES, sampai ||

dengan kebijakan Badan Pertanahan :
nasional (BPN), suatu lembaga negara non | 3
kewenangan untuk membidangi
pertanahan.

Masalah-masalah yang  mungkin |
timbul proses dan mekanisme pengadaan |
tanah, mengarahkan fungsi-fungsi terkait,
fermasuk tugas pengawasan fungsional
untuk senantiasa agar dapat mengikuti f
perkembangan, sehingga para Auditor
Depnakertrans dapat melaksanakan tugas §
fungsinya lebih mendalam dan masuk §

langsung sasaran pemeriksaan.




_tanah,

a Serta' dari

PERMASALAHAN, .

1. Dalam pengadaan tanah dilingkungan

Depnakertrans: sudah pasti melibatkan
instansi-instansi terkait - dengan segala
permasalahannya

2. Studi Kelayakan dalam memilih lokasi

- dan data lokasi.

3. Keabsyahan kepemilikan.

4. Harga Dasar Tanah,Pemilihan Harga
,Penetapan Harga. '

5. Pembayaran menyangkut Pelepasan

Hak dan Pertanggungjawaban
~ keuangan.
ANALISIS PERMASALAHAN,

1. Organisasi Panitia

Untuk melaksanakan proses pengadaan
satuanfunit
menyusun dan menetapkan organisasi

biasanya kefja,

panitia. Pengisian personilnya terdiri dari-
' fungsi-fungsi terkait dalam organisasi unit

antara lain meliputi fungsi :

- Perencanaan

- . Hukum/Sekretariat

- Keuangan

luar  organisasi  yang
berhubungan dengan proses pengadaan
tanah
daripada  unsurffungsi dari  dalam
organisasi tadi, diatur dalam KEPPRES
atau Surat edaran BPN.

yang merupakan  konterpart

2,
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TingkatLevel
i dimasukan
- disesuaikan dengan klasifikasi pengadaan |
* .. “antara lain menurut, |

-« nilai pengadaan tanah

‘Dari Klasifikasi tadi, dapat disusun, dipilih

“Kepala Daerah Tingkat Il, atau kepala |

dilanjutkan  penyusunan altematif dan §

Jenjang yang _ diminta |
" kedatam -

unsur  panitia

- luas tanah yang diperlukan, untuk
dibebaskan )

dan ditetapkan tingkat jabatan yang mana,

yang didusukan dalam unsur Panitia.

Arﬁnyaf'-f:v'dari unsur Pemerintah, dapat
ditetapkan jenjang Kepala Kecamatan, |

Daerah Tingkat. |. Apabila persyaratan |

tersebut telah benar, dapat dipenuhif

penetapan, dituangkan dalam _Surat
keputusan, - yang  disyahkan  oleh |
Kepala/Pemimpin Unit.

Studi Kelayakan

a. Memilih lokasi usaha :

Panitia diberi tugas antara lain

mengajukan usul untuk pemilihan |

lokasi. Oleh karena itu Pemeriksa/
.+ Auditor
pemeriksaannya dengan pemyataan :

dapat mengawali

1. Apakah usulan lokasi lahan tefah

dipelajari dan tidak menyalahi Tata |

Tuang Kota ?
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. Apakah dengan pengembangan usaha
| pada {okasi tersebut tidak menimbulkan
-antisipasi (kecemburuan sosial)- atau
kesenjangan .dengan kepentingan
umum?
. Suatu misal; apabila. lokasi tersebut
untuk penempatan/pengembangan unit
mesin, apakah suara deru mesin tidak
menimbulkan polusi-? Misalnya unfuk
BLK industri.
. Apakah pemifihan lokasi tersebut telah

didukung oleh suatu Analisa dampak

Lingkungan (AMDAL) ? Jika va,
dapatkan - .bukti pendukung - atas
pemyataan AMDAL tersebut.

. Periksa apakah AMDAL tersebut telah
mendapat persefujuan dari instansi
yang berwenang ?

. Dari AMDAL tersebut yakinkan, bahwa
kemungkinan terjadi - penyimpangan,
yang dapat menimbuikan protes,
kekecewaan umum ielah diminimalisir
sekecil mungkin. N

. Yakin pemilihan lokasi tersebut dengan
melakukan  cek . fisikipemerksaan
lapangan.

Kkondisi

. - Apabila memungkinkan,

. lakukan wawancara - dengan

L.

masyarakat sekitar lokasi, sebagai cek | .-

silang.
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- Apakah iahanflokasi yang ingin
~dibebaskan tersebut telah diyakini |
- keabsyahan atas kepemilikannya?

- Apakah Panitia tefah menyusun |
- dan !

_ tersebut, khususnya pemilik fahan ? |
Dapatkan data mengenai Nilai Jual |

disyahkan oleh kantor

" Apakah Panitia telah - melakukan |

b. Investas| data iokasi:
..., Dalam perkembangan terakhir, akibat dari
- semakin dominannya fungsi tanah, yang
- . berakibat langsung pada tingginya nilai |
~ ekonomi, atas tanah/lahan, merupakan
- gejala- meningkat pula kasuslsengkéia
yang timbul. Dari kondisi seperti itu,
Pemeriksa- ./ Auditor dapat mengawali B
- pemeriksaannya
antara lain

dengan  pemyataan f

Apakah Panitia telah melakukan |
inventarisasi atas lahan, bangunan,
berikut tanaman, yang mendapat }
ganti rugi ? - '

- menetapkan batasan,
peraturan atau pedoman dana
petunjuk  untuk  pembebasan

Objek  Pajak ~ (NJOP} atas |
tanahflahn yang  dibebaskan.
Yakinkan bahwa perhitungan NJOP
tersebut telah benar dan telah §
pajak |

setempat.

pengukuran luas tanazh,  dan§
meyakinkan  batas-batas tanah J
dengan pihak BPN ? |




. Apakah - panitia tefah melakukan

‘konfimasi dengan BPN ‘mengenai
status  Hukum atas tanah yang
dibebaskan.

. Apakah Panitia/tim " telah meyakinkan |

bahwa tanahflokasi * tersebut fidak
dalam status sengketa ? apakah
pemyataan fidak dalam status
sengketa tersebut disahkan oleh

* pejabat yang berwenang 7 minimal |

Kepala Kecamatan ?

. Apakah tanahflokasi tersebut fidak |

dalam status jaminan Bank ?

. Dapatkan Rencana Umum Tata
- Ruang (RUTR) dan lakukan.cek silang
dengan gambar RUTR  yang
disyahkan  oleh PEMDA  atau
- BAPPEDA.

).-Apakah pemilih lokasi tersebut tidak
bertentangan dengan RUTR?
Yakinkan dengan rekomendasi dari

BAPEDA. Apabila OBRIK belum |

mendapatkan/memperoleh
rekomendasi dari BAPPEDA, siapkan

saran rekomendasi dari Pemeriksa. |- - -
Agar didukung dengan referensi dari | -

BAPPEDA mengenai RUTR. . -

c. Keabsahan bukti pemilikan :

Bukti pernilik tanah terdiri dafi hak milik, hak

‘guna bangunan (HGB) dan juga hak sewa.

Apabila kurang teliti Panitia dapat tertipu,

| . karena HGB mirip-mifip dengan hak milik.
I _Kemiripannya pada faktor penggunalyang
‘memanfaatkan yang dilanjutkan dengan

- yang berkewajiban membayar pajak atas

manfaat lahan itu.
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Pemerisa dapal meyakinkan status |

tanah yang dibebaskan dengan strategi
pemeriksaannya diawali dengan :

1. Daftarkan sertifiat atas nama
" pemill, atau terdiri dari beberapa |
“pemiik  tanahfahan  yang|
dibebaskan. ~ Sertifikat tersebut
biasanya merupakan- bagian dari |

" dokumen pelepasan hak.

. Pelajari dan yakinkan status tanah :
" tersebut, hak miliki tanah waris/adat, |
hak guna baguhan (HGB) atau |

* tanah sewa ?

Lanjutkan  dehgan - wawancara, |
apakah Panitia telah melakukan
* konfirmasi ‘dengan pejabat PEMDA |

“(lurah, camat) mengenai status

~ kepenilikan dan Surat-surat tanah
“tersebut. - |
.~ Bandingkan ~ bukti - pemilikan
- {serfffikat) tersebut dengan daftar
yang disusun oleh Panitia, apakah |

nama  yang tercantum  dalam '
- serfifikat “tersebut ' cocok dengan §
-~ nama - kepemilikan -yang terdaftar §

oleh panitia ?

. Apabita - HGB, apakah sudah
 ~dicocokkan - antara HGB dengan §

“asa penggunaannya ?
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~ " 5) Yakinkan, -

pendukung.

daftar Bangunan dan tanaman di
atas tanahflokasi yang dibebaskan

disusun/disyahkan . oleh PEMDA
yang. membidangi bangunan dan
-untuk Tanaman yang membidangi
- Pertanian ?

~ d. Harga Dasar;
© Untuk pengadaan  tanah,
panitia pengadaan tanah, tidak
menyusun Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) tetapi melakukan penafsiran
harga dengan referensi harga pasar,
serta melakukan pendekatan dengan

diperoleh alternatif harga yang wajar,
tidak merugikan negara- tetapi juga
tidak berarti merugikan - masyarakat
pemilik tanah yang dibebaskan.

pemeriksaannya untuk mendapatkan

diawali dari :
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Audifor -~ dapat ==~ mengawali

Auditan/ OBRIK dan. mintakan bukti | .. - -

6) - Apakah Panitia telah menyusun|

Apakah dalam-menetapkan harga
telah mereferensi dan harga yang |- |

pemilk lahan.. - Sehingga dapat | . pemifihan harga :

referensi .harga dasarAudit ‘dapat |
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RS _ﬁeﬁdapatkah‘keférensi harga.

- 5. Yakinkan, bahwa harga altematif yang

- prosedur dan: proses pernlilhan harga Ini ‘
~dilakukan untuk menghindari pemifihan ‘
hatga yang tidak wajar, yang 'temuka
“peluang -atas paksaan pihak tertenty, |
“bahkan salah satu unsur anggota panitia §
__pengadaan tanah. o

1.. Dalam _menetapkan harga apakah:
Panitia mereferensi harga dasar ?

- Apakah harga dasar tersebut dapat |
- dibandingkan dengan harga jual tanah |
disekitar lokast dan disyahkan oleh §
Lurahicamat setempat 7 .

2 Yak;_nkan bahwa referensi harga |

tersebut masih up fo date, masih layak :

dijadikan referensi harga.

3. Lakukan wawancara dengan Kefua

Panitia Pengadaan, - langkah-langkah-
- @pa-saja yang telah dilakukan untuk 5

4. Apakah panitia telah memperoleh pula |
Nilai Jual obyek pajak (NJOP), yang| ‘
disyahkan oleh camat ? '

disusun oleh Panitia tersebut telah §

disyahkan oleh Kepala unit ?

Langkah berikutnya Auditor dapat mengui §

kebenaran harga yang-dipilih oleh Pq_nitiat_,j :
bahwa harga yang dipilih wéjaf dan dapat|
dlpertanggung]awabkan - memenuhi. : |




Untuk itu Auditor dapat mengawall

pertanyaannya dari; -

1. Apakah -pemilihan harga diikiti oleh
semua unsur/anggota panitia? -
Buktikan dengan dokumen pendukung,
misalnya berita Acara pemilihan harga,
yang disyahkan oleh semua anggota
Panitia.

. Apakah harga yang dipilih oleh panitia
telah menunjukkan harga yang paling
murzh dan layak ?

. Apakah pemilihan harga tersebut dipilih
dari - urutan nomor satu yang paling
murah ?

Tetapi juga kondisi tersebut layak siap
dibangun ? tidak peru lagi dilakukan
pengurukan/pematangan tanah ? |

. Apakah harga yang layak tersebut
sudah dibandingkan/ dengan harga
tanah sekitarnya  yang disyahkan oleh
Lurzh atau Camat?

If. Penetapah Harga :
Dari usulan Tim, lakukan pengamatan dan
pelajari untuk meyakinkan bahwa usulan
tim tersebut telah mengikuti- prosedur dan
‘evaluasi yang benar. Untuk itu pemeriksaan
dapat dilanjutkan dengan pertanyaan :
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1.

Apakah panitia menyusun besita Acara |
Musyawarah Harga? - Apakah |

- Berita Acara tersebut disusun secara |

kronologis, lengkap, -jelas sehingga
dapat dicapai kesepakatan harga ?

. Apakahdaftar evaluasi harga telah

disyahkan oleh semua anggota Tim ?

dengan cara mencantumkan tfandaj |

tangan anggota tim ?

. Apakah Tim mengusulkan dari harga 3

yang- -paling murah atas 3 (tiga)
altematif ?

““Yaity termurah |, termurah -1l, dan

termurah Hf ?

. Jika ya lanjutkan — bandingkan dengan §
- harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk

meyakinkan kondisi tersebut.

. Lanjutkan  dengan pemeriksaan

pengumuman/pemberitahuan kepada

PEMDA atau pemilik tanah.

- Yakinkan, apakah kepala unit
sudah memberitahukan. PEMDA
dan pemilik tanah.

Yakinkan -bahwa pemberitahuan
tersebut telah diterima oleh pemilik
tanah. o
Yakinkan bahwa dalam masa
sanggah tidak terjadi sanggahan. |
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[3. Tahap Pembayaran :

| - a. Pelepasan hak

Curiga - profesi bagi Auditor
“hukumnya wajib, sebagai ciri untuk
“memberikan motivasi agar lebih banyak
mempelajari referensi. Oleh karena itu
tahapan berikutnya yang tidak kurang
penting untuk diperhatikan bagi Auditor,
adalah tahap pembayaran.
Dalam proses pembebasan tanah,
dikenal adanya Surat Pelepasan Hak
(SPH) yaitu semacam *“ijab kabul”
bahwa pemilik yang
telah
atas

tanahflahan
dibebaskan secara  hukum
melepaskan hak  pemilikan
tanahnya. Ini merupakan “Syarat
kunci” untuk pelaksanaan tahap
berikutnya, yaitu téha;‘)" “transaksi”
- jual-beli atau “pembayaran”.
hak,
dokumen otentik, mempunyai kekuatan

Surat  Pelepasan menjadi
hukum apabila ditandatangani atau cap
jempolfibu jari oleh pemiliknya (ahli
- warisnya) di atas materai secukupnya
serta disyah-kan paling tidak oleh
kepala kelurahan / desa dan kepala
kecamatan.

- Pemeriksaan atas Surat pelepasan
Hak (SPH) dapat diawali dengan
langkah-langkah berikut :

L]
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‘Dapatkan

dokumen ~ SPH ~ dari }

Panitia/Sekretaris Panitia. Apabila {elah

diperoleh, lakukan pengamatan dan

pelajari;

1. Apakah SPH . tersebut
ditandatangani
waris atas tanah yang dibebaskan ?

telah §
oleh  pemilik/ahii |

. Apakah tanda tanganicap ‘ibu jari |l

tersebut diatas materai dan nilai |
materainya cukup menurut Undang- ;
undang/Peraturan . Pemerintah yang
masih-berlaku ? |
. Apakah SPH  tersebut telah |
disyahkan, diperkuat olch tanda |
tangan kepala kelurahan/desa, '
kepala kecamatan, dan di stempel

fcap kantor kelurahan/kecamatan ?

. Apabila dokumen SPH tersebut |
- mefupakan fotocopy, ~ usahakan
untuk meminjam tindasannya, yang f
dibumbuhi materai, Hal itu untuk
menghindari hal-hal yang tidak |
diinginkan, kemungkinan SPH asli §
tetapi palsu. - |
5. Apakah didalam SPH tersebut, fefah |
dicantumkan  lengkap,  nomor |
sertifikat ‘dan nama pemilik, - luas |
tanah dengan benar ?
. Dapatkan daftar
pembayaran dan bukti transaksi atas
pembayaran tanah/lokasi.

-nominatif |




7, Lakukan oek shang, apakah nama

" penerimaan - uang dengan jumlah

uang pada lembar transaksi sama
dengan nama, tanda tangan dan
~nilai uang yang fercantum dalam
daftar nominatifnya ?

b, Pertanggungjawaban Keuangan :
Perhbaya;anltransakéi merupakan
kegiatan' yang peka dalam proses

. pembebasan tanah. Bagi

 Panitia/Bendahara  Panitia,
'melakukar_i pém_bayaran wajib melakukan
verifikasi 'kebenaran dan keabsahan atas

| dokumen SPH.

| Setelah transaksi selesai,

| bendahara/panitia dalam waktu dekat waiib

- menyahipaikan '_ :

sebelum

perlanggﬁngjawaban
keuangan, - agar catatan  persekot
keuangannya tidak terbuka tédalu lama.
LangkahJangkah  pémeriksaan  yang
memadai atas proses dan transaksi
tersebut dapat diawali dengan :
1. Dapatkan buku
pejabat/pegawai dan

persekot
 lakukan
pengamatan, catat kedalam Kertas
- Kerja Pemeriksaan (KPP) antara lain :
- Nama pejabat yang menerima
‘persekot ‘

Nifai uang persekot yang diterima
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™

i Keterangan waktu (tangga! kapan)
persekot diterima.

.« Keterangan peruntukan * {untuk

- .pembayaran: - persekot

tersebut.

apa) -

2. Lanjutkan dengan rekap atas Proses |
- pembayaran tanahfiokasi antara lain |

- meliputi :
- apakah

‘kiitansi atau bukti pembayaran |
N lamnya yang syah ?

- Catat kedalam KKP, -keterangan
waktu (tanggal kapan) dilakukan
pembayaranfiransaksi.

- Lakukan ‘Evaluasi apakah jumiah |

pertanggung/jawaban

persekot yang diterima ? sehingga |

- tidak tebih dan tidak kurang ?
Lakukan - pengamatan - apakah

suasana pembayaran  dibuat

dokumenstasiffoto ?

3. Sertifikat Tanah
. Seperti diuraikan pada bagian |

pendahuluan, kepengurusan

semakin -menuntut: perhatian yang
sungguh-sungguh ~ {apalagi tanah |

" negara).
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rekap  pembayaran, |
berupa  kuitansi - atau  bukdi |
- transaksipembayaran, - berupa |

sebesar |

tanah |



Setiap pengadaanipembebasan tanah
untuk kepentingan negara, apabila
tidak segera ditindak lanjuti dengan
- usaha penyelesaian pembuatan tanda
bukti pemilikan, berupa serfifikat,
dikawatirkan  lahanfiokasi tersebut
menjadi terlantar - kepengurusannya,
dan ity berarti
terjadinya
serfifikat, - atau penyerobotan atas

terbuka peluang

manipulasi  duplikasi

~tanah. (Tanah negara apabila itu

pengadaan BUMN/BUMD).
Terlebih apabila penggunaan tanah
yang dibebaskan ftidak segera

dilaksanakan atau mundur dari jadwal,
berakibat lebih terbuka. kemungkinan
penyerobotan penggunaan tanahflokasi
tersebut. '

Audifor ' dapat * ‘mengarahkan
pemeriksaannya kepada penggunaan
dan pengurusan bukti kepemilikan
tanah tersebut dengan mengajukan
beberapa pertanyaan sebagai berikut :
1. Apakah fanah yang dibebaskan

fersebut telah dipagar ? dan

‘dipasany papan nama atas instansi

yang membebaskan ?

2. Apakah tanah - yang - telah
dibebankan  tersebut, segera
dimandaatkan ~ misalnya

dilaksanakan pekérjaan proyek ?

RO HUKUM VOLUME ¥ TM!E-K'IW‘
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V. KESIMPULAN
~ penggunaan lahanftanah, timbulnya gejala |

* fanahfahan.

. pembuatan duplikat sertifikat.

- 3.. Apakah panifia telah mengajukan
permohonan kepada BPN untuk |
membuat/menerbitkan - Sertifikat
-fanahflokasi yang dibebaskan ? |

- Jika ya, yakinkan dergan bukti |

pendukung/berupa  dokumen |
pengajuan, dan  lakukan §
pencatatan pada KKP, kapan -
(tanggal) pengajuan | -
disampaikan, - dan bagaimana ||
proses selanjuinya ? ;
-. Yakinkan  bahwa  biaya §

- pengurusan  sertifikat  tanah
masih dafam batas wajar, dapat |

dipertanggungjawabkan. - 5

4. Apabila dari hasl wawancara]
diperoleh informasi adanya |
anggaran dan realisasi atas biaya |
pengurusan  sertiflkat  tanah, §
yakinkan bahwa nilai biaya tersebut |
masih wajar, “dapat |
- dipertanggungjawabkan,
5. Dapatkan referensi yang |

‘memberikan  kelonggaran adanya
biaya pengurusan sertifikat tanah
tersebut,

Seiing  dengan tingkal kepekaan f

tingginya nilai  ekonomi  daripada
fanahfahan. Akibat yang mencuat
dimasyarakat, berbagai kasus tanah, |
penggunaan,  penyercbotan  bahkan §




Gejala yang terjadi

pengadaan tanah umumnya hamplr pada | .

semua tahapan. Tetapi yang terkadang

cenderung dilupakan pada tahap akhir, |-

biasanya tersendat atau tertundanya
proses akuntansi péﬂén‘ggungj'a.wabah
atas persekof dan pembuatan akla/
 sertifikat tanah. Tetapi tidak berarti tahap
awal dari proses seperti keabsahan daftar
nominalif serta Surat pelepasan hak
 (SPH) dapat dinomor duakan. Oleh

karena itu sungguh tidak berlebihan’ |

sehingga mengundang pemerintah untuk
bertandang
- menggelar

menyusun  Organisasi
Birokrat  y:
dengan masalah-masalah yang timbul di
Salah satunya dibentuk

jajaran pengawasan Fungsional sebagai

yang seimbang
masyarakat.

kelengkapan_' daripada  pengawasan
Melekat.

Organisasi Pengawasan  Fungsional
dalam suatu badan Usaha disebut Satuan
Pengawasan Intemn-(SP1} ini diatur dalam

PP 3/1983.

dalam  proses |

i3

~dihitung  cukup berat,

 selalu meningkatkan

Personinya disebul Pemerisa (Audilor)
--yang diberl tugas dan kewenangan untuk §

melakukan kegi_atén' peme_rikséan,--

-~ sehingga apabila terjadi ketidak sesuaian §

dengan  prosedur  dapat * segera |

disampaikan  sarana  rekomendasi .

penyempumaannya.

V. PENUTUP
Untuk

mencegah terjadinya |
penyimpangan dalam pengadaan tanah
dan -penggunaannya diminta aparat '-

Depnakertrans yang tugas pokok dan i

fifgsinya menangani pengadaan tanah |
‘dimintamempedomani peraturan yang |
 bertaku. - :

Oleh karena tugas-tugas pemeriksa
maka sudah

. selayaknya apabila Pemeriksa {Auditor) §

kemampuannya

“Jjuga’ mendapat bantuan kemudahan
dalam pelaksa-naan tugas, antara lain |

berupa dukungan data dan informasi serta |
fasilitas lainnya yang seimbang. *****

Drs.Susanto. MM, Inspektorat Jenderal Depnakertrans.

FNFO HUKUM VOLUME V TANUN KE-X, 206



. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
208 Tahun 1992 tentang Prosedur
pemberian ijin mempekerjakan TKWNAP
dan pelimpahan wewenang.
Keputusan Menteri Temaga  Kerja
NomorKep.169/MEN/2000 tentang
pencabutan Keputusan Menaker
NomorKep.105/M/1977 tentang
pelimpahan wewenang pemberian ijin kerja
bagi tenaga asing yang akan bekerja
dalam rangka koordinasi - Penanaman
Modal dan Kepmenaker
Nomorkep. 105/M/1985 tentang
Penunjukan  Ketua  BKPM  untuk
mensyahkan RPTK  dalam  rangka
penanaman modal. -
Keputusan  Menteri
NomorKep.170/MEN/2000
Pencabutan Kepmenaker
Nomor204A/MEN/1991 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian ljin
Keria bagi TKWNAP dan Penyimpangan
- Waktu Keja bagi tenaga kerja yang
bekerja di Kawasan Berikat Nusantara
(PTKBN) dan PT.(Persero) Pengelola
Kawasan Berikat indonesia (PT.KBI).
Keputusan Menieri Tenaga Kerja RI
NomorKep.167/MEN/2000 tentang Pen-
cabutan Kepmenaker  NomorKep-
208/MEN/1992 tentang Prosedur
Pemberian ljin- Mempekerjakan TKWNAP
dan Pefimpahan wewenang kepada Kepala
Kantor Wilayah Depnaker, Kakanwil
DePeraturan Pemerintaharposte!, Direksi
PT.(Persero) KBN, Direksi (Persero)
Pengelola KawasanBerikat indonesia dan
Ketua BKPMD.
Keputusan Menteri Tenaga Kefja RI
NomorKep.172/MEN/2000 tentang
Penunjukan  Pejabat  Pemberi  ljin
Mempekerjakan TKWNAP untuk pekerjaan
'yang bersifat sementara atau mendesa.”
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor
Kep-173/MEN/2000 fentang jangka wakiu

. jin mempekerjakan TKWNAP

Tenaga Kerja
‘ fentang
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m ‘Keputusan Menten Tenaga Kerja Nomor |

- Kep-223/Men/2003  tentang  Jabatan- ||

~ jabatan di Lembaga Pendidikan yan |
- dikecualikan dari  kewajiban membayar

kompensasi.

. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor §
Kep-228Men/2003 tenfang Tata Cara
Pengesahan RPTKA. - _
Keputusan Menteri Tenaga Kera dan §
Transmigrasi R.{. Nomor Kep-
20/Men/llif2004 Tentang Tata Cara]
Memperoleh IMTA; :
Peraturan Menteri Tenaga Kerja . dan
Transmigrasi Ri Nomor  Per-

07/Men/ll2006 tentang Pemberian ljin |

Merr__lpekenakan Tenaga Keija 1'.\'\i’arga
Negara Asing Pendatang. :

V. AZAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA

ASING Di INDONESIA

Penggunaan TKA di Indonesia oleh |
pemberi kerja (pengguna) pada prinsipnya |
dalam rangka alih teknologi (transfer of |
technology) dan alih pengetahuan (transfer of |

- kiowladge) dari TKA kepada tenaga kefja f
“Indonesia serta didalam © memberikan ijin

mempekerjakan TKA  dalam  rangka ]
perlindungan tenaga kerja Indonesia sesuai

dengan kebufuhan dan perluasan kesempatan
keria. ?

~ Berdasarkan. pertimbangan tersebut |
maka dalam memberikan ijin dan penggunaan
TKA perlu diperimbangankan secara telit dan
mendalam menyangkut 2 {dua) hal yaitu :

~a. Aspek Manfazt (prosperily)

Penggunaan TKA harus memberi manfaat
terhadap peningkatan kualitas tenaga |f
kerja Indonesia melalui alih teknologi dan
mendorong invesriasi serta memperiuas |
lapangan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia. Dalam prakteknya pemlalan it
ferhadap TKA  dilakukan  oleh |
Depnakertrans dan  departemen/instansi f
- tehnis sektoral sebagai instansi pembina }
tehmsTKAyang bersangkutan _ :
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b Aspek Keamanan (securily)
! Pemerintah selalu mempertimbangkan dampak
~ negatif dari penggunaan TKA baik dibidang
- sosial, politik, ketertiban dan keamanan negara
dan masyarakat. Penilaian azas keamanan ini
dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dan berkoordinasi
dengan pihak Kepolisian, BIN dan lain-lain.

Disamping dar_azas yang telah disebutkan
diatas -juga peru diperhatikan bahwa sefiap
penggunaan TKA dihasuskan adanya tenaga
kerja pendamping Indonesia. Diharapkan agar
fenaga  pendamping  tersebut  dapat
mempercepat proses alin teknologi dan alih

- pengetahuan dari TKA yang bersangkutan. -

Pengalihan kemampuan dan teknologi dapat
juga dilaksanakan melalui program pendidikan
dan pelatihan secara formal melalui pelatihan
keja  intemal  perusahaan  maupun
menggunakan jasa pendidikan dan pelatihan
swasta.

Dasar filosofis, politis dan ekonomis
penggunaan TKA berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 mempertimbangkan
beberapa asas, yaitu :

1. Asas Hubungan Bilateral

Penggunaan TKA  dipertimbangkan
sepanjang terdapat hubungan = bilateral
antara Negara Republik Indonesia dengan
negara asal TKA (origin country) . yang
dapat dibuktikan dengan adanya hubtingan
diplomati. Tegasnya Pemerintah melalui
MEnakerirans mengijinkan TKA beketja di
Indonesia hanya yang berasal dar negara
yang ada hubungan dlplomatlk “dengan
Indonesia.

2. Asas Sponsorship
TKA dapat bekerja di Indonesia hanya atas
permintaan pengguna TKA, artinya bahwa
TKA tersebut tidak diperbolehkan bekerja
secara mandiri,

-3.  Asas Manfaat
1}. Pertumbuhan Ekonomi
Penggunaan TKA harus membawa
dampak positif terhadap pertumbuhan
perekonomian Indonesia yang pada
akhimya akar menciptakan

kesempatan kerja bagi tenaga kerja

Indonesia, _

IREO HUKUM VOLUME V TAMIR KE-X, 2008

36

3).

[

4).

2) Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Penggunaan TKA harus mampu |
menumbuhkan  kesempatan  kerja ¢
secara  langsung - maupun  tidak |

langsung, attinya sefiap penggunaan
TKA  secara  otomatis harus ]
menggunakan tenaga. kerja. indonesia
secara proporsional sebagai

pendamping (langsung) dan |
menumbuhkan kesempatan kerja pada §
sektor atau' bidang kegtatan lain (tidak |
langsung) sebagai muitiplier effect. |
Dampak - pelipalgandaan ini dapat J-
berupa dampak hubungan ke belakang

' (backward muftiplication) dan dampak

hubungan ke
multiplication).

depan  (forward |

Keseimbangan Pendapatan

Pénggunaan TKA senantiasa harus |

- mampu  meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pemberian
pendapatan yang seimbang dan wajar ||
antara TKA -dan tenaga kerja Indonesia.
Dalam asas ini yang perlu diperhatikan
adatah keseimbangan dalam pemberian §
gaji dan upah serta pendapatan lain
antara TKA dan tenaga kerja Indonesia,
sehingga tidak terjadi ketimpangan
(disparity wages) yang akhimya
merendahkan derajat tenga kera |
Indonesia. __ :
Alib Teknologi ( Transfer of Technology) |
Aspek i menekankan bahwa setiap |
penggunaan TKA yang-dipekerjakan di |
Indonesia harus bersedia mengalihkan ff
penguasaan iimu pengetahuan dan
teknologi serta ketrampilannya kepada
tenaga kerja indonesia, agar terjadi alih §
teknologi.

Asas Kebutuhan

Jabatan TKA adalah jabatan yang memang |
belum dapat diduduki oleh tenaga kerja |
Indonesia baik secara kuafitas maupun E
kuantitas.

. - Asas Selektifitas

Penggunaan TKA harus didasarkan pada
rencana kebutuhan nyata dan selektif
berdasarkan atas kelayakan syarat jabatan, §

kelangkaan jabatan ‘dan llngkat kesulitan



Penggunaan TKA hanya untuk sementara
waktu selama tenaga kerja Indonesia
belum tersedia dan mampu melaksanakan

peketjaan  tersebut  dengan - . tetap
memperhatikan pada perkembangan pasa
~ kerja di Indonesia
7. Asas Keamanan. '

TKA dipekerjakan oleh pengguna TKA atau

perusahaan harus telah mendapat securty

clearance dari Ditien Imigrasi dan
instansi keamanan lainnya e

8. Asas Legalitas S
Penggunaan TKA dalam mempekerjakan
TKA harus memiliki ijin memperkerjakan
TKA yany diterbitkan oleh Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

 KEBIJAKAN PENGGUNAAN TKA

Indonesia  sebagai negara tidak
terlepas dari pergaulan serta berhubungan
dengan negara lain didunia, hubungan tersebut
~ berupa datam ‘bidang ekonomi, politik maupun
sosial budaya.

! Dikaitkan dengan ~ diberiakukannya
" pasar bebas di Indonesia maka_terjadiah arnus
i keluar masuknya TKA ke -ndonesia atau
sebaliknya Tenaga Kerja Indonesia bekerja ke
luar negeni.

.- . Sebagai ilustrasi, saat ini TKA yang
bekerja di Indonesia berjumiah 3 27.000 orang
dan dari jumlah tersebut yang masih memiliki
_ ljin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
berjumiah + 17.000 orang TKA.

~ Belum lama Indonesia mengalami
“perubahan sistem pemerintahan ke otonomi
daersh, dimana pemerintah menerbitkan
* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempumakan dengan Undang-
Undang 32 Tahun 2004, o

Diberlakukannya ~ otonomi  daerah
tersebut, maka menimbulkan penafsiran dari
- Pemda, bahwa mereka memiliki kewenangan
untuk menerbitkan ijin kerja bagi TKA. Tentu
saja keinginan daerah untuk menerbitkan ijin
“TKA tersehut tidak dapat dibenarkan. . -
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T Berdasarkan gambaran dilas maka ]
_ pemerintah mengambil kebijakan hubungannya g -

_ mengantisipasi pelaksanaan penggunaan TKA-§ '
" berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga |

- ketenagakeriaan secara fungsional |
“bertanggung jawab menjaga  kepentingan -
‘nasional - tersebut melalui peryusunan §

_ otonomi daersh dan demokrasi melalui |

. rangka otonomi daerah perlu diperhatikan 2 |
(dua) hal yaitu:

dengan penggunaan TKA,  dengan tetap 1
memperhatikan kepentingan nasional {national § -
interesf), prinsip seleklifitas (selective policy) §
dan kebijakan satu atap (one gate poficy).

Kebijakan dimaksud dalam rangka}

tidak akan menimbulkan dampak negatif terkait

kerja Indonesia dan aspek keamanan (security) §
wilayah Indonesia. _ - '

Depnakertrans sebagai instansi tehnis

kebijakan penggunaan TKA, seperti perubahan |
sistem -dalam’ penggunasn TKA melalui |
penyusunan peraturan perUndang-Undangan g
TKA disesuaikan dengan tuntutan giobalisme,

peningkatan pelayanan penempatan dengan §
menempatkan sebanyak mungkin angkatan |
ketja dan memanfaatkan penggunaan TKA}
yang lebih terarah, terkendali dan rasional. .

Kebijakan penggunaan TKA dalam §

1. Kebijakan -penggunaan TKA terkait erat i’
*dengan orang asing yang diatur dalam §-
Undang-Undang- Nomor 9 Tahun 1992 |
tentang Keimigrasian, sehingga §
keberadaan TKA harus berdasarkan i
kebijakan saringan (selective policy}, §-
dalam ari bahwa pemerintah hanya |

* memberikan ijin kepada orang asing atau §.
TKA untuk masuk, tinggal dan bekerja di |
wilayah Indonesia. i

2.  Keberadaan TKA terkait  dengan |
~ hubungan  intemasional, sehingga E
_pengaturarinya tidak seluruhnya® dapat .
“dilaksanakan ~ didaerah, sehingga lalu
lintas orang asing di Indonesia harus §
melalui satu pintu’ (one gafe policy) |
dengan memperhatikan perkembangan §
pasar kerja. Apabila masuknya  TKA |

* melalui * banyak pinty, maka akan f
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ménimb'ulkan‘ dampaknegaﬁfbagl teﬁéga N

kerja Indonesia serta aspek keamanan
wilayah . Indonesia. Disamping -aspek
tersebut juga perlu diperhatikan positive list
terkait posisi dan kedudukan, jabatan yang
terbuka bagi TKA.

Berdasarkan perimbangan
tersebut diatas, maka kebijakan pemberian
in mempekerjakan .~ TKA, * khususnya
pengesahan  Rencana  Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan ljin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) menjadi kewenangan . pemernintah
pusat dengan fujuan guna mengendalikan
masuknya orang asing khususnya TKA
dapat dilaksanakan dengan baik dan aman
seifing dengan kebijakan keimigrasian
yaitu prinsip selektifitas dan- kebljakan satu
pintu {one gate policy)

_ Vil DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN

KETERAMPILAN (DPKK)

- Mengacu kepada kebijakan disebutkan
diatas, maka kaitannya dengan penarikan

DPKK tetap menjadi wewenang pemerintah

pusat dan bukan kewenangan daerah
Kota/Kabupaten, karena DPKK merupakan
- kompensasi atas penggunaan TKA dan bukan

~ refribusi, oleh sebab itu Kabupaten/Kota tidak
dapat memungut retribusi atas penggunaan
TKA. Apabila DPKK dianggap sebagai retribusi
di khawatirkan daerah Kota/Kabupaten akan
- sebanyak mungkin mendatangkan TKA untuk
mendapatkan retribusi guna peningkatan
Pendapatan Asii Daerah (PAD) yang
bertentangan dengan filosofi penggunaan TKA.
Hal ini didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 20 tahun 1999 tentang Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 tahun 2000 tentang Tarif

| Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak

~ yang berlaku pada Depnakertrans. Berdasarkan
pasal 1 ayat (2} Undang-Undang Nomor 20
tahun 1997 ditetapkan bahwa PNBP adalah
seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang
tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

’ L]
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. TATA CARA
- MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING {IMTA)

 Sebab ity apabila .ada’ peratwan daeran |
" (Perda) yang mengatur masa!ah ini adalah J+

fidak. sejalan dengan peraturan yang yang

Ieblh trnggl dan herlaku.

MENDAPATKAN IIN|

Sebagai dasar pemberi kefa untuk

-meniperaleh IMTA -adalah Undang-Undang |

Nomor 13 Tahun - 2003, Kepmenakertrans }
Nomor  Kep. 228/Men/2003  dan §
Kepmenakertrans Nomor Kep.20/Men/lIIf2004

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan § -
-Menteri -Tenaga Kera. dan Transmigrasi R.|

Nomor -?&r—O?IMenmIQOOG.

“"Undang-Undang Nomor 13 tahun ff
2003 ferdapat 1t ketentuan yang mengatur |
TKA, yaitu meliputi:

1. Sefiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing waijib |
memiliki izin - tertulis dari Menteri atau |
pejabat yang ditunjuk. ' |

.. Kewajiban untuk memiliki izin tertufis dari §
‘Menteri atau pejabat yang ditunjuk, tidak j-

" berlaku bagi perwakilan negara asing |

- yang mempergunakan tenaga kerja asing |
‘sebagai pegawat diplomatik dan konsuler. |
. Pemberi kerja orang perseorangan |-
dilarang - mempekerjakan - tenaga kerja |
asing. - !
. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di |
- Indonesia hanya dalam hubungan kerja §f-
untuk jabatan tertentu dan wakiu tertentu. |-
Tenaga kefja asing yang masa kerjanya |
habis dan tidak dapat diperpanjang dapat §-
diganti oleh tenaga kerja asing lainnya.
Pemberi kerja yang menggunakan tenaga §'
kerja asing- harus- memilii Rencana §
Penggunaan Tenaga Kerja . Asing
{RPTKA) yang disahkan oleh menteri atau
“ pejabat yang ditunjuk. '
RPTKA tidak beraku bagi instansi
_pemerintah, badan-badan -intemasional
' dan peswakilan negara asing. '



(8. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
a. Menaati ketentuan- mengenai jabatan dan |

§ 228/Men/2004 Tentang Tata Cara Pengesahan
| RPFTKA disebutkan pemberi ~ kerja yang akan
| mempekerjakan TKA harus memiliki Rencana

d dengan mengajukan permohonan ke Direktur secara

-dengan melampirkan :

standar kompetensi yang berlaku.

Menunjuk - tenaga kérja- Warga Negara
Indonesia (WNI) sebagai pendamping TKA
untuk alih tehnologi dan alih keahlian.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
kerja bagi Tenaga Kerja lindonesia (TKi)
sesuai dengan kualifikasi ]abatan yang
diduduki oleh TKA.

TKA dilarang menduduki jabatan yang
mengurususi personaiia dan/atau jabatan-
jabatan tertentu.

Pemberi ketja wajib membayar kompensasi
atas sefiap tenaga . kerja asing yang
dipekerjakan,  kewajban  membayar
kompensasi tersebut tidak beraku bagi
instansi pemerintah, perwakilan negara
asing, badan-badan internasional, lembaga
sosial, lembaga.- keagamaan. dan jabatan-
jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga
kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja
asing ke negara asainya setelah hubungan
kerjanya berakhir.

Kemudian mengacu Permenakertrans Nomor Kep

Penggunaan Tenaga Kera Asing (RPTKA).
Persyaratan mendapatkan  pengesahan RPTKA

tertulis dengan dilengkapi . alasan penggunaannnya

Formulir RPTKA yang telah diisi.
Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang

Akte pengesahan sebagai badan  hukum bagi
perusahaan yang berbadan hukum

Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah
daerah setempat.

Bagan struktur organisasi perusahaan

Copy surat penunjukan TK! sebagai
pendampmg

17 Copy buki Wajb Lapor Ketenagakerjaan §

{WLK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
~ tahun 1981 yang masih bedaku :

Penerbitan RPTKA penggunaan TKA J
lebih dari 50 orang dimohonkan kepada Dirjen §
'sedangkan kurang dari 50 orang ke Direktur,
RPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama

5 (fima) tahun dan dapat diperpanjang ‘dengan

waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi

pasar kerja dalam negeri. ?

Persyaratan  perpanjangan RPTKA, harus

dilengkapi : _ o

1. Laporan. pelaksanaan pendidikan

_ pelatihan.

2. Surat keputusan RPTKA yang
diperpanjang.

Selanjutnya.- bagi pemberi kerja. yang

mempekerjgkan Tenaga Kerja Asing,

- bersangkutan harus memenuhi persyaratan :

1. Memullki pendidikan atau pengalaman kerja ‘
sekurang kurangnya 5 tahun sesuai dengan
~ jabatan yang akan diduduki.

Bersedia membuat pemyataan  untuk
mengalihkan keahlian kepada tenaga kerja,
_khususnya TKI Pendamp:ng :

3. Dapat berkomumkasu -dalam bahasa
' _'Indonesm

. Jabatan yang. akan dldudukl TKA telah
mempunyai standar kompetenst. ;

TKi pendamping beriatar belakang pendidikan §
yang -sesua dengan jabatan yang akan§
diduduki oleh TKA.

‘Dengan  dipenuhinya - persyaratan |
tersebut maka pemberi kerja mengajukan |
permohonan IMTA ditujukan kepada direkiur guna |
memperoleh - rekomendast visa bekerja dengan
melampirkan : '

1 Copy pasport TKA-yang akan’ dlpekenakan; e
_ Daftar riwayat hidup TKA yang akan
* dipeketjakan; _
Copy ijazah dan atau keterangan pengalaman g
. -kerja TKA yang akan dipeketjakan; ¥
Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3§
lembar; _ |
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5 Copy sumtpengesaham RPTKA; -

Setelah mendapatkan rekonmendasu visa
kerja pemberi kerja mengajukan permohonan IMTA
dengan melampirkan:
| Copy Kartu (jin Tinggat Terbatas (KITAS) untuk
bekerja atas nama TKA yang bersangkutan;
|2 Copy pefjanjian kerja;

Bukti pembayaran Dana Pengembangan
Keahlian dan Keterampilan {DPKK};

| Besamya dana kompensasi adalah sejumiah US$
| 100/bulan untuk setiap TKA dan dibayar dimuka.

Dana kompensasi dibayar oleh pemberi kerja dan
| disetor ke rekening Dana Pengembangan Keahlian
ddan Keterampilan bank pemenntah yang ditunjuk
t oleh Menteri.

Dalam ketentuan ini adanya larangan bagi TKA untuk
N kerja dilarang mempekerjakan TKA yang- telah
{ dipekerjakan oleh pemberi keja yang |lain.
| Dikecualikan bagi TKA yang dlangkat untuk
menduduki  jabatan Direktur atau Komisaris
| Pemegang Saham (RUPS).

 Kemudian apabila IMTA telah ~berakhir masa
berlakunya maka dapat dilakukan perpanjangan.

Perpanjangan IMTA untuk TKA lokasi kerjanya lebih
! Direktur, sedangkan untuk TKA yang lokasi kerjanya

[ meliputi Kabupaten/Kota dalam 1 {satu) Provinsi
kepada Gubernur,

perpanjangan IMTA adalah sebagai berikut :

1. Formulir perpanjangan IMTA yang felah diisi
(2. IMTA yang masih berfaku R
3. Bukli pembayaran Dana Kompensasi
4

" pelatihan TKI pendamping

_-5. Copy Surat Keterangan RPTKA yang masm
~ berlaku

Pasfoto berwama ukuran 4x6 sejumlah 3 lemhar
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| menduduki lebih dari 1 (satu) jabatan dan pembeni | .-

diperusahaan lain berdasarkan Rapat Umum |

Ydari 1 (satu) wilayah Provinsi dimintakan kepada |-

Persyaratan  yang  harus dipenuhi  untuk |

Laporan realisasi program pendidikan dan |.

“in mempekeqakan Tenaga Keqa Asmg |
(IMTA} yang dikeluarkan dibedakan kedalam

beberapa jenis, meliputi :

X}

IMTA untuk Pekerjaan yang mendesak atau

darura_t :

Ketentuan peker}aan yang bersifat mendesak :
“atau darurat dimaksudkan apabda tidak

ditangani  secara  langsung

menimbulkan kerugian fatal bagi masyarakat |
umum dan waklunya tidak lebih dari 60 (enam
puluh} hari. Kemudian kriteria pekerjaan yang [
bersifat mendesak ditentukan oleh instansi |

‘pemerintah yang membidangi sektor usaha

yang bersangkutan.

Permohonan IMTA -untuk pekerjaan yang
mendesak  disampaikan kepada direktur

dengan melampnkan

.8,

IMTA  untuk pemegang Karty {jin nggal

. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah |
© yang berwenang;

Copy pasport TKA yang bersangkutan; E
Pasfoto TKA ukuran 4x6 cm sebanyak 3 | |

(tlga) lembar;

Bukti pembayaran Dana Kompensasi ;
Bukti ljin Keimigrasian tntuk keglatan |

usaha.

Tetap (KITAP)

. Persayaratan permohonan mengajukan IMTA |
-bagi TKA pemegang Kartu !jln Tinggal Telap :
“sebagai berikut:

Copy RPTKA yang masih berlaku. :
Copy ijin tinggal tetap yang masih yang f

a.
b.

berlaku

Daftar riwayat hidup TKA yang akan

dipekerjakan

Copy ijasah atau pengalaman kefja.’

- Bukti - pembayaran dana kompesasi |
penggunaan TKA {dana DPKK). |

Pasfoto - berwamna  ukuran
sebanyak 3 (tiga) lembar.

dapat

4x6 cm |




" Jangka waktu IMTA untuk pemegang Kartu ljin |

| S .a-.

-Tinggal Tetap paling lama 1. (satu) tahun
terhitung sejak . diterbitkan IMTA . dan dapat
- diperpanjang sesuai dengan dengan waktu
beriakunya RPTKA.,

IMTA untuk Alih Status
Dalam ketentuan ini diatur pemberi kerja TKA
instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau

- . Badan Intemasional yang akan memindahkan |-

TKA yang akan dipekerjakan ke Instansi
Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau badan
Intemasional lainnya  harus  mengajukan
permohonan rekomendasi afih status kepada
Direktur. ' Rekomendasi tersebut disampaikan
kepada  Diretur Jenderal Imigrasi untuk
perubahan KITAS/KITAB. KITAS/KITAB tersebut
sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan
IMTA baru.

IMTA untuk Perubahan Nama Pemberi Kerja -

Dalam hal pemberi kerfja TKA berganti nama,
Direktur menerbitkan. rekomendasi kepada
~ Direktur Jenderal Imigrasi untuk merubah
KITAS/KITAP.

Syarat-syarat permohonan perubahan nama
pemberi kerja adalah:

Copy RPTKA yang masih berlaky;

b. Copy KITAS/KITAB yang masih berfaku;

¢: Copy IMTA yang masih beraky;

d. Copy bukii perubahan -nama perusahaan

yang telah disahkan oleh instansi yang - -

berwenang..
IMTA Perubahan Lokasi Kerja
Dalam hai pemberi kerja melakukan perubahan
lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib
mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja
TKA kepada Direktur dengan melampirkan:

=; seluruh IMTA yarg diterbitkan setiap-3 (tiga) bulan
-kepada  Menteri dengan tembusan kepada

2003 mengatur :

Jjabatan terteritu dalam Keputusan Menteri Tenaga |

Direktur atau  Gubemur - melaporkan

Menteri. Dalam-hal pemben kerja mempekerjakan
TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau |
Gubemur berwenang mencabut tMTA f

Dalam mempekeqakan Tenaga Kerja
Asirig terdapat jenis-jenis jabatan terentu yang
diperbolehkan dan dilarang untuk- diduduki oleh
Tenaga Kefja As:ng (TKA). Secara eksplisit pasal |
46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun |
*Tenaga kerja asing dilarang |
menduduki jabatan yang mengurusi personalia
dan/atau jabatan-jabatan tertentu”. Selanjutnya
pasal 46 ayat {2} mengatur mengenai amanah §
pengaturan lebih lanjut terkait dengan jabatan-

Kena dan.Fransmigrasi R.L Menglngat sampai
saat ini pengaturan mengenai jabatarﬂabatan |
tertent tersebut belum terlaksana, maka jenis- |
jenis jabatan dan ‘pekerjaan yag erbuka dan
tertutup bagi Tenaga Kel]a Asing: adalah sebagai §
berikut :

a. Terbuka Sementara Waktu
Yang dimaksud dengan jabatan yang terbuka
" untuk sementara waktu adalah jabatan yang !
. diperuntukkan bagi-tenaga kerja asing untuk §
menduduki - jabatan tersebut sehubungan §
dengan penanaman modal dan kepercayaan |
~yang diperlukan yang berdampak pada
kepentingan pembangunan nasional. :
Jabatan yang terbuka untuk sementara waktu
bagi TKWNAP sesuai dengan sektor yang |
ada meliputi ;- - '
1. Berdasarakan ‘Kepmenakertrans
NoKep.99/Men/1978  tentang |
- pelaksanaan -pembatasan TKWNAP di
sektor Industri sub sektor industri kimia
hanya untuk : :

a. Copy RPTKA a) ‘Dewan Komisaris dengan jabatan

b. Copy IMTA yang masih berdaku. sebagai Presiden Komisaris dan §
o . anggota dewan komisaris.

D:Iam Ketenltauan b:mbut ;l;ga 1 drtentul:t b) Dewan Dircksi dengan jabat|

adanya kwajiban bagi pemberi lerja un Presiden Direktur atay General |

_melaporkan penggunaaan TKA dan pendamping Manager, Direktur  Keuangan, |

_TKA sefiap kepada Direktur atau Gubemur atau Direktur ~  Pemasaran,  Direktur
BupatrJWahkota dan dllembuskan kepada Du]en Produksi, Direktur Teknik.
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2”Berdasarkan —

sub sekior perkebunan untuk :
a) Dewan Komisais dengan jabatan
komisatis.

Direktur dengan jabatan  Direktir |
Utama, Direktur Produksi, Direktur
Komersiil, Direktur Keuangan, Direktur
Umum, Factory Advisor.

b)

¢) intercontrol dengan jabatan Manager
Intercontrol. |

dj Reasearch dengan jabatan sebagai
Manager.

¢) Advisory dengan jabatan sebagai |

- Export Agroriomi, Export Teknologi,
Export Ekonomi.
Diijinkan untuk sementara wakiu

‘Yang dimaksud dengan jabatan yang. dquan
untuk sementara waktu adalah jabatan yang

dijinkan untuk wakiu tertenty karena unfuk
sementara belum tersedia tenaga kerja
Indonesia yang menduduki jabatan tersebut.
Jabatan yang dijinkan. untuk sementara waktu
bagi TKWNAP sesuai- dengan sekior yang
melnpull

1. Berdasakan ) Kepmenaker
No.Kep.743/Men/1989  tentang  Sekior
Moneter pada perusahaan nasional untuk :

a) Perusahaan efek dengan jabatan
penasehat teknis untuk jangka waktu 3

tahun.

Custodian dengan jabatan penasehat
teknis untuk jangka waktu-3-fahun.

Biro Administrasi Efek dengan jabatan
penasehai teknis untuk jangka waktu 3
tahun.

Bursa dengan jabatan penasehat teknis
untuk jangka waktu 3 tahun.

LKPD dengan jabatan penasehat teknis
untuk jangka wakfu 3 tahun.

4?2

— —
No.Kep.33/Men/1980 tentang pelaksanaan | -
pembatasan TKWNAP di sektor Pertanian | -

c.

2 Berdasarkan '

_ " Yang dimaksud dengan jabatan yang tertutup |§
- tersebut telah dapat diduduki oleh tenaga |

. Kepmenakertrans §
* No.Kep.55Men/1981 tentang
© pelaksanaan- pembatasan TKWNAP di §
“sektor - perhubungan udara sub sekior E
penerbangan untuk : :

a) Tenaga tehnis operasi pesawat udara
~ dengan jabatan Captain Pilot untuk _
~ jangka waktu 24 bulan. : :

“b)" Teriaga tehnis operasi pesawat udara
dengan jabatan Co Pilot untuk ;angka
waktu 24 bulan. ;

Tenaga tehnis operasi pesawat udara
dengan jabatan Flight Engineer untuk §
jangka waktu 24 bulan. |

Tenaga tehnis operasi pesawat udara
- "dengan jabatan Instruktur Pramugari |
untuk jangka waktu 24 bulan. ‘
Tertutup

<

)

bagi TKWNAP adalah karena jabatan-jabatan

kerja Indonesia atau dengan kata lain pasar |
tenaga kerja dalam negeri dapat memenuhi. |
Jabatan yang tertutup bagi TKWNAP sesuai

dengan sektor yang ada metiputi : :
1. Berdasarkan Kepmenakertrans |
"~ No.Kep.99Men/1978 tentang

pelaksanaan -pembatasan TKWNAP di P

- sektor Industri sub sektor Industn Kimia §
- untuk : )
a) Manager dengan jabatan Personil f

Manager
b) Manager dengan posisi Office |
. - Manager i
¢) Manager dengan posus Bussiness
"~ Manager
d) Administrasi dengan jabatan Labour |
Relation '
2. Berdasarkan Kepmenakertrans §
No.Kep.33/Men/1980 tentang §

pelaksanaan pembatasan TKWNAP di

. sekdor Pertanian sub sektor petkebunan
untuk ;. |
a) Inspecorate dengan jabatan factory

b) Inspecorate dengan jabatan Distric
¢) Inspecorate dengan jabatan General f




NoKep743M1989tentmg pelaksmmn

~ pembatasan TKWNAP di sektor Keuangan
‘sub  sektor Moneier pada perusahaan

'Bam Administrasi Efek dengan jaba!a'n !

sebagai Komisarls, Direksi dan
Bursa dengan jabatan sebagai
Komisanis, Direksi dan Manager.
IKPD dengan jabatan sebagai
komisaris, Direksi dan Manager.

Jumiah tenaga kerja asing yang

bekerja di Indonesia tergambar dalam tabel |

sebagai berikut :

* Tabe{
Jumizh IKTA Yang Dikeluarkan Menurut
Jonis IKTA dan Negara Talwm 2062

{
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IX. mmsuamn TENAGA KERJA
T ASING

Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1951 tentang ngamsan
Perburuhan - felah  ditetapkan
tugas '
Sehubungan
pengawas
" ketenagakerjaan yang menjadi landasan

- hukum pelaksanaan . tugastugas
- pengawasan- di Indonesia. Sedangkan

maksud = - diadakan . pengawasan |

Menagawl‘aanaersebuladalaha

Mmgawam berlakunya Undang-Undang §
dan ‘peraturan perundangan

ketenagakeqaan pada khususnya, -
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dalam arfi yang seluas-luasnya guna membuat
- Undang-Undang
* ketenagakerjaan,
3. Menjalankan pekerjaan fainnya yang diserahkan
- padanya dengan 11 Undang-Undang atau
. peraturan {ainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 fungsi
 pengawasan ketenagakerjaan telah diatur dalam Bab
XIV Tentang Pengawasan mulai dari pasal 176
sampal dengan pasal 181 dan ferakhir lebih
| dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 21
| Tahun 2003 fentang Pengesahan Konvensi ILO
I Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan
Ketenagakesjaan dalam Industri dan Perdagangan,
yang secara prinsip telah menegaskan pula bahwa
| fungsi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan adalah -
1. Menjamin  pencgakan ketentuan  hukum
mengenai  kondisi kefja dan perlindungan
pekerja saat melaksanakan pekerjaannya,
seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam
kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan, penggunaan pekerjaburuh anak

yang ferkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat
ditegakkan oleh pengawasan ketenagakerjaan;
2. Memberkan keferangan teknis dan nasehat

kepada Pengusaha dan pekerja/buruh mengena
cara yang paling efektif untuk - mentaat
ketentuan hukum;

3. Memberitahukan kepada pihak yang berwenang
- mengenai terjadinya’ penyimpangan  atau
penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur

- dalam ketentuan hukum yang berlaku.

| Berdasarkan ke 3 (tiga) Undang-Undang tersebut
| diatas, maka dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
ketenagakerjaan  dilakukan melalui  beberapa

dimaksud; apabila  'pegawai  pengawas
ketenagakerjaan menemui - ‘pelanggaran  dalam
melaksanakan  tugasnya, maka tindakan
] pengawasan yang harus dllakukan adalah sebagai
g berikut ;
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dan  peraturan-peraturan -

dan orang muda serta masalah-masalah lain

f tahapan, Sehubungan dengan tahapan pengawasan |

1. Tindakan Psewntlf(Pembmaan)

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh ;
~ pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan:
mengadakan pemerksaan ruin  sesuai
_rencana kefja maupun pemeriksaan atas:
atensilaporan masyarakat. Dalam
pemeriksaan pegawai :
ketenagakerjaan '

bimbinganfpembinaan  tehnis  terhadap
pelanggaran ' peraturan perundangan yang
ditemui dengan memasukkan ke dalam Nota
Pemeriksaan dan dikinm kepada perusahaan
yang bersangkutan {diperiksa)

2. Tindakan Represif Non Justisial

- Tindakan pengawasan yang dilakukan apabila
bimbingan untuk pembinaan tehnis yang telah §
diberkan kepada perusahaan melals Nota
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir (1)
tersebit  diatas  fidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini
perusahaan dianggap tidak mau
melaksanakan kewajibannya untuk §
menyelesailkan  permasalahankasus  yang §
dilaporkan, unfuk i#tu terhadap perusahaan
harus dilakukan upaya paksa diluar lembaga
peradilan berupa pembuatan Surat Pernyataan §
untuk melaksanakan peraturan perundang- B
undangan ketenagakerjaan.

3. Tindakan Represif Justisial

Dalam  rangka pedindungan - kepada
pekerjaburuh maka tindakan represif justisial
akan dilakukan apabila pimpinan perusahaan
tidak mau membuat surat pemyataan
sebagaimana dimaksud butir (2) tersebut |
diatas dan tidak menepati - kewajiban yang
tetah dibuat dalam Surat Pemyataan. Pegawai
pengawas kelenagakerjaan membuat Berita
Acara Projustisia {BAP) terhadap perusahaan
yang bersangkutan, selanjutnya diproses untuk '
diaiukan ke Penaadilan Negeri.

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan
tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan |
" tersebut  diatas, khususnya tentang §

pengawasan penggunaan tenaga kerja -asing
di Indonesia ditetapkan mekanisme dan pola

ini

_ penmﬁakan sebagal berikut:
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). - Pola penindakan penggunaan tenaga keqa

" Pola penindakan terhadap perusahaan yang

a. Mekanisme pengawasaﬂ Jpenggunaan ;-:-_: .

tenaga kerja asing ..

asing dilakukan oleh pegawai.pengawas

ketenagakerjaan dldasarkan pada laporan [ . .-
atau pengaduan dari instansi, perusahaan |

dan atau masyarakat.  Berdasarkan hal |
tersebut pimpinan memerintahkan untuk |©
* melakukan pemeriksaan kepada |

perusahaan  tempat TKA  tersebut
dipekerjakan. Dari kegiatan pemeriksaan
pegawai pengawas yang - bersangkutan
membuat laporan pemeriksaan.

- Pengendalian penggunaan dan penempatan |

TKA di Indonesia dilakukan secara
berkoordinasi dan terpadu antara instansi
feknis terkait dengan Ditjen Imigrasi, POLR!,
Badan Intelijien Negara (BIN) dan
Deparpostsl.

asing :

mempekerjakan TKA  apabila  ditemui
dugaan pelanggaran terhadap peraturan
perUndang-Undangan dibidang
ketenagakerjaan, maka tindakan
pengawasan ketenagakerjaan yang harus
difakukan yaitu :

1. Mengadakan pengusutan terhadap
dugaan pelanggaran ~ melalui
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) baik terhadap pengusahanya,
maupun terhadap TKA dan saksisaks
yang dianggap mengetahui betul
peristiwa pelanggaran  dimaksud
dengan menggunakan sarana (contoh
btanko BAP terlampir).

Apabila temyata didapatkan bukfi

pelanggaran tersebut- maka ftindakan |

selanjutnya adalah sebagai berikut :

a) memerintahkan pengusaha untuk
mengeluarkan  TKA yang
bersangkutan dari lokasi’ keua

45

" meminta agar Ditien ~ ‘Latpendagri .

-mencabut  atau -Izin Mempekerjakan

Pelaksanaan .pengawasa'n"‘-ggpéga Kea o e Tenaga Asing (IMTA) yang sedang di f

.. proses dihentkan agar TKA yang |

" bersangkutan tidak terikat lagi dalam
C "pola penggunaanTKA

&) mengusulkan kepada Difjen Imigrasi |

~Up. Direktur Pengawasan  danh |
‘Penindakan Keimigrasian Departemen
Kehakiman -dan HAM untuk dilakukan
Deportasi atau dicekal. ?

Di Indonesia ~ ~ perluasan |
kesempatan kerja di prioritaskan pada
pekerja warga Negara Indonesia, namun j
kondisi tertentu pemberi ketja (perusahaan) |

__dujinkan -mempekerjakan Tenaga Kerja §

Warga Negara Asing (TKA) dengan seijin |

 Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiR. | §

ggrsyamtan fain pemberi keria dalam

- mempekerjakan TKA. adalah membayar |

dana kompensasi (DPKK)} yang ditetapkan |
sefiap bulan sebesar US$ 100 untuk sefiap
TKA dan dibayarkan dimuka. Berdasarkan
Kepmenakertrans R Nomor  Kep-
20/Menflll/2004 tentang Tata Cara

- Memperoleh ljin Mempekerjakan TKA,
- bahwa pembayaran dana kompensasi
" {DPKK) dilakukan oleh pemberi kerja dan
- disetorkan pada rekening DPKK pada bank §
- pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. |

Pelaksahaan pembayaran DPKK. dilakukan |
pada waktu pemberi kerja mengurus IMTA
dan dibayarkan dimuka. Apabila masa ||
beriakunya ijin Mempekerjakan Tenaga |
Asing (IMTA) berakhir maka pemberi kerja |
dapat mengajukan perpanjangan sesuai §
dengan jangka waktu yang terdapat dalam

RPTKA({setiap kali perpanjangan- 1 tahun

sekali) kepada - Direktur atau
Gubemur/pejabat yang bertanggung jawab §
dibidang ketenagakerjaan di propinsi dengan
melampirkan diantaranya bukti pembayaran
dana kompensasi (DPKK)

PENERAPAN SANKS!

Berdasarkan Undang-Undang §
Nomor 13 Tahun 2003 tentang §
Ketenagakerjaan khususnya tentang Norma |

Penggunaan Tenaga Keqa “Asing (TKA) di |
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melaksanakan ketentuan ini dikenakan
sanksi baik administratif maupun Pidana
sebagaimana dimaksud pasal 185 sampai
dengan 187 Undang-Undang ini. Untuk lebih
jelasnya  bagi  pegawai  pengawas
ketenagakerjaan dalam  melaksanakan |
tugasnya berikut ini dapat diuraikan sanksi |
dimaksud sebagai berikut :

| 1. PELANGGARAN ADMINISTRATIF

PasaliAyat | Jenis Pehngmran
yang
dilanggar

Psi45 ayat | Pemberi keda TKA
($)hund (a) | Gdak:  Memmjuk
Texaga Kesja |-
Warga Nagara
Indonesia  sebagai
Woapendwmﬁu

dlpaluenakanunmn
alih tenologl dan
alih keahfian dari
THA
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" Khusus  pengawasan |

nomma penggunaan TKA tindakan yang
harus dilakukan adalah tindakan represif
non yustisial dan menggunakan pola
penindakan sebagaimana diuraikan
terdahulu. Selanjutnya apabila pemberi
kerja ftidak melaksanakan tindakan
korektif dimaksud diatas atau melakukan
pelanggaran yang sama masih tetap
dilakukan maka tindakan selanjuthya
yang diambil adalah represif justisial oleh
Penyidik Pegawai Negeri  Sipil
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

47

PENUTUP

Demikian penyampaian makalah
terkait ketentuan pengawasan
ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja
Asing di Indonesia, semoga penulisan §
makalah ini dapat memberikan manfaat. '

Jakatta,  September 2008

Sendra Utami
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